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ABSTRAK 
KHAIRIL ANDI SYAHRIR (B111 12 159), STATUS HUKUM TANAH BEKAS 
TRANSMIGRASI DI KABUPATEN TAKALAR, di bawah bimbingan dan arahan 
oleh bapak Aminuddin  Salle selaku Pembimbing I dan ibu Sri Susyanti Nur selaku 
Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindakan prosedur 
pengadaan tanah program transmigrasi dalam Undang – Undang Transmigrasi dan 
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi yang dilakukan secara 
nasional dan terkhusus pada Kabupaten Takalar, untuk memahami dan mengetahui status 
hukum tanah bekas transmigrasi di Kabupaten Takalar dalam hubungannya pada Undang 
– Undang Transmigrasi dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. 
Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan 
pendekatan terhadap apa yang terjadi pada lokasi objek penelitian dan perundang – 
undangan. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 
dilengkapi dengan bahan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi empirik pada lokasi 
objek penelitian dan pengambilan data terhadap instansi terkait serta melalui studi 
literatur. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh di analisis secara socio yuridis dengan 
maksud mengolah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar menjadi sebuah 
karya ilmiah/skripsi yang terpadu dan sistematis.  
Berdasarkan analisis hukum terhadap data tersebut, maka penulis berkesimpulan 
bahwa  1) Dari konteks kasus program transmigrasi unsur terpenting yang terkandung 
adalah prosedur pengadaan tanah bagi para transmigran yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dan sekarang 
telah disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Transmigrasi yang meskipun telah disempurnakan akan tetapi belum 
mengatur dengan ideal mengenai pengadaan tanah bagi transmigran, maka hal ini sering 
menyebabkan disharmonisasi antar panitia penyelenggara transmigrasi dengan para 
transmigran dan masyarakat pada wilayah tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi 
transmigrasi  serta  2) tidak memberikan kepastian hukum akan status tanah/alas hak 
tanah yang menjadi tempat tinggal dan sebagai sumber mata pencaharian para 
transmigran yang akan memperbaiki taraf hidup mereka, dikarenakan prosedur 
pengadaan tanah untuk diproses sehingga menjadi aset transmigrasi sering tidak sejalan 
dengan aturan yang diberlakukan seperti pada warga yang memiliki hak milik atas tanah 
baik itu yang hanya sebatas ditunjuk sebagai tanah pencadangan transmigrasi melalui SK 
Gubernur ataupun yang tanahnya diserobot tanpa pernah pihak kementerian transmigrasi 
melakukan peralihan hak untuk dijadikan aset transmigrasi dan tanah negara yang 
semerta-merta langsung dijadikan sebagai aset transmigrasi tanpa melalui prosedur 
permohonan terhadap tanah tersebut yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku. 
Sebagaimana yang terjadi pada Desa Laikang dan Desa Punaga Kecamatan 
Magarabombang Kabupaten Takalar. 
Kata Kunci : Prosedur Pengadaan Tanah, Kepastian Hukum Atas Status Tanah, 
Transmigran. 
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ABSTRACT 
KHAIRIL ANDI SYAHRIR (B111 12 159), LEGAL STATUS OF LAND 
USED IN THE DISTRICT TAKALAR TRANSMIGRATION, under the guidance 
and direction by Mr. Aminuddin Salle as Supervisor I and mother Sri Susyanti Nur as 
Advisor II. 
This study aims to determine the setting action procedure of land acquisition 
transmigration program in Law Regulations of Transmigration and Government 
Regulation on the Implementation of Transmigration conducted nationally and 
particularly in The District Takalar, to understand and know the legal status of the land of 
the former transmigration District of  Takalar in relation to the Act - Transmigration Law 
and Government Regulation on the Implementation of Transmigration. 
In this paper the authors use empirical research methods with an approach to 
what is happening on the location of the object of research and Law Regulations. By 
using primary legal materials and secondary legal materials incorporating nonlegal 
material collected through the empirical study on the location of the object of research 
and data collection to the relevant agencies as well as through the study of literature. 
Further legal materials obtained in socio juridical analysis with the intention of 
processing the primary legal materials and secondary law in order to become a scientific 
paper / thesis integrated and systematic. 
Based on the legal analysis of the data, the authors concluded that 1) From the 
context of the case transmigration programs most important element contained is the 
procedure of land acquisition for the migrants stipulated in Government Regulation No. 2 
of 1999 on the Implementation of Transmigration and has now been enhanced by 
Government Regulation No. 3 2014 on the Implementation of Transmigration, which 
although it has improved but has not been set up with the ideal regarding land acquisition 
for migrants, then this often leads to disharmony among the organizers of transmigration 
with the migrants and the community in the area of land that has been designated as a 
transmigration site and 2) did not give the rule of law will be the status of the soil / land 
title which became a residence and as a source of livelihood of migrants that will improve 
their lives, because the procedure of land acquisition to be processed so that it becomes 
an asset transmigration often not in line with the rules in force as the citizens who have 
the right land whether it is merely designated as a land reserve transmigration through the 
decree of the governor or the land is appropriated without ever the ministry 
transmigration make the switch right to be assets transmigration and state land  will 
directly be used as an asset transmigration without going through the application 
procedure to the ground which in accordance with applicable regulations. As it happened 
in the village of Punaga, Laikang and the Magarabombang The District of Takalar. 
Keywords: Land Acquisition Procedures, Rule of Law On Land Status, 
Transmigran. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tanah sebagai salah satu sumberdaya alam merupakan karunia Tuhan Yang 
Maha Esa. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia. Menyebabkan tanah 
mempunyai nilai, terutama bagi mereka yang menjadikan tanah sebagai mata 
pencaharian melalui usaha pertanian dan perkebunan. Begitu urgennya tanah dalam 
hubungannya dengan kehidupan manusia. Maka, oleh Ter Haar dijelaskan bahwa 
tanah merupakan tempat tinggal, tanah memberikan kehidupan dan penghidupan, 
tanah dimana manusia dimakamkan dan hubungannya bersifat magis-religius
1
. Hal 
ini berarti setiap sendi kehidupan manusia tidak pernah lepas dari tanah.  
Tanah yang  mempunyai  dimensi  ekonomi, sosial, kultural, politik  dan  
ekologis  memiliki  kedudukan  istimewa  dalam kehidupan  masyarakat  adat  di  
Indonesia,  dalam  masyarakat  hukum adat  yang  memiliki  pertalian  hukum  
(rechtsbetrekking)  dengan  tanah, dimana  tanah  menjadi  tempat  kediaman  
arwah  leluhurnya
2
. Kedudukan istimewa tanah tersebut terus berlanjut ke 
masyarakat feodal yang menjadikan tanah sebagai simbol status sosialnya, bukan 
                                                          
1 Sri Susyanti Nur,2010,  Bank Tanah, As Publishing Makassar, Makassar, hlm 1 
2
 B.  Ter  Haar  Bzn,  1980, Asas-asas  dan  Susunan Hukum  Adat,  Diterjemahkan  oleh  
K.  Ng. Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 71 
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hanya sekedar komoditas seperti masyarakat kapitalistik. Maka, tidak berlebihan 
jika menyebutkan tanah sebagai kebutuhan dasar masyarakat pada suatu negara
3
.  
Peraturan pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku secara 
universal pada suatu negara,  dan sebagaimana yang kita ketahui dalam hirarki  
tertinggi perundang-undangan bangsa Indonesia berlandaskan pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang  pada Pasal 33 Ayat (3) 
(selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusional dalam 
pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang berada di wilayah Indonesia 
dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki 
secara keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu membawa wewenang 
kepada negara sebagai organisasi  kekuasaan indonesia untuk tingkatan yang 
tertinggi
4
. Rakyat yang dimaksud disini bukanlah rakyat yang berada pada 
golongan tertentu atau strata sosial tertentu, namun seluruh rakyat Indonesia tanpa 
memandang agama, tingkat pendidikan, ras, suku, golongan dan sebagainya. 
Tujuan luhur tersebut tentu saja harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai 
organisasi dan pemegang kekuasaan tertinggi di masyarakat. 
Sadar akan nilai strategis tanah bagi kehidupan rakyat Indonesia. Maka 
dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang dikenal dengan sebutan 
Undang –Undang  Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yang merupakan 
                                                          
3
 Bernhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Jakarta: Margaretha Pustaka, Hlm. 1. 
 
4
 G. Kartasapoetra,1992, Masalah Pertanahan di Indonesia, rineka cipta, jakarta, hlm 1-2 
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penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (3)UUD NRI 1945 sebagai basis politik 
pertanahan nasional. Biarpun mengguanakan frasa “agraria”  sebagai judul 
undang-undangnya (selanjutnya disingkat UU), ruang lingkup agraria dalam UUPA 
sebenarnya meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung 
didalamnya. Dalam ketentuannya, UUPA memuat peraturan dasar pokok-pokok 
agraria serta pokok persoalan agraria serta penyelesaiaannya. Penyelesaian 
persoalan-persoalan tersebut pada waktu terbentuknya UUPA merupakan program 
revolusi dibidang agraria , yang disebut sebagai  Indonesian Agrarian Reform 
(selanjutnya disebut reforma agraria)
5
. Maka, dari itu sudah sepatutnya UUPA 
ditempatkan sebagai supremasi hukum dan politik pertanahan nasional. 
Reforma agraria merupakan bagian dari program pembangunan ekonomi 
serta bermakna sebagai suatu program politik untuk mengubah struktur penguasaan 
dan penggunaan sumber-sumber agraria
6
. Reforma agraria dapat dilihat sebagai 
suatu upaya sistematik terencana dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka 
waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial 
serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru yang demokratis 
dan berkeadilan. Artinya, jika dijalankan dengan benar dan baik reforma agraria 
akan menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang kokoh
7
. Dimana reforma  
                                                          
5
 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, Hlm. 3 
6
  Dianto  Bachriadi,  1999, Pembaruan  Agraria  (Agrarian  Reform):  Urgensi  dan  
Hambatannya dalam Pemerintahan Baru di Indonesia Pasca Pemilu 1999, dalam Bernhard 
Limbong, Op.Cit., Hlm. 337 
 
7
  Peter  Dorne,  1972, Land  Reform  and  Economic  Development,  dalam  Bernhard  
Limbong, Op.Cit., Hlm. 338 
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agraria  juga bermaksud  mengadakan suatu  perubahan  sistem  pemilikan  dan  
penguasaan  atas  tanah  yang lampau  ke  arah  sistem  pemilikan  dan  penguasaan  
atas  tanah  yang  baru,  yang  disesuaikan  dengan  perubahan  dan  perkembangan  
masyarakat  yang  sedang  giat  melaksanakan  pembangunan  ekonomi  sesuai  
dengan  cita-cita  Pasal  33(3)  UUD  1945
8
. 
Pada dekade 1960-1970an dunia mulai memasuki dekade 
pembangunanisme ( devolopmentalisme selanjutnya disebut pembangunanisme ). 
Sebagai negara berkembang, sebagian modal pembangunan Indonesia berasal dari 
pinjaman lembaga asing. Lembaga donor tersebut berkuasa untuk mengontrol 
penggunaan pinjaman tersebut. keterbatasan merupakan satu alasan pokok mengapa 
pemerintahan pada masa itu  tidak memilih program reforma agraria yang biayanya 
besar dan hasilnya belum tampak dalam jangka pendek. Sebaliknya, karena tekanan 
ekonomi kapitalis, maka tanah dijadikan komoditas untuk menarik investor asing 
menanamkan modalnya
9
. Sehingga Ide dasar reformasi agraria mulai ditinggalkan, 
diganti dengan modernisasi pertanian. Mengakhiri dekade 1980-an mulai terlihat 
kegagalan. Dunia mengalami krisis ekonomi, politik dan ideologis yang ditandai 
dengan semakin jauhnya kesenjangan ekonomi antara negara-negara miskin dengan 
negara-negara kaya. Dengan keadaan itu, pembangunanisme yang meniadakan 
pembaruan agraria merupakan sebab dari krisis dunia ketiga. Itulah mengapa, 
                                                          
8
 Aminuddin Salle dKK,  Bahan Ajar Hukum Agraria, as publishing makassar, Makassar, 
hlm  224 
 
9
 Muhammad Ilham Arisaputra (selanjutnya disebut M Ilham Arisaputra), 2015, Reforma 
Agraria di Indonesia, sinar grafika, Makassar, hlm 32 
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Setiawan; menyimpulkan bahwa dengan keadaan ini pembaruan agraria kembali 
relevan untuk dilaksanakan, baik di tingkat global maupun ditingkat nasional
10
. 
Walaupun  Indonesia sempat mengalami masa-masa pasang surut  dalam 
melaksanakan reforma agraria di beberapa era pemerintahan sebelumnya, akhirnya 
seiring dengan perubahan konstalasi politik, dan setelah beberapa peraturan 
perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya alam (agraria) dikeluarkan 
sejak dilakukan reformasi pemerintahan di tahun 1998, baik itu yang kemudian 
dinilai merupakan langkah maju maupun yang justru dinilai mundur dari substansi 
peraturan-peraturan sebelumnya. Reforma agraria kembali masuk dalam program 
penting pembaruan hukum tanah nasional,
11
. 
Kenyataannya perbincangan tentang reforma agraria tidak dapat dipisahkan 
dari dinamika perdebatan ideologi, gejolak ekonomi, dan politik termasuk sejarah 
bangsa Indonesia yang terjadi dimasa lampau. Apa yang terjadi di masa lampau 
tersebut masih beresonansi dengan keberadaan struktur agraria di Indonesia saat ini. 
Karena belajar dari pengalaman tersebut. Sebagai penggantinya, pada masa 
sekarang pemerintah Indonesia menggalakkan program transmigrasi, sertifikasi 
tanah, redistribusi tanah serta konsolidasi tanah, yang pada hakekatnya melakukan 
pengadaan tanah yang bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat yang tidak 
mampu terhadap tanah sebagai salah satu cita-cita dari reforma agraria
12
. 
                                                          
10
 Lihat pendapat Setiawan pada Aminuddin Salle, 2007, Hukum Pengadaan Tanah, kreasi 
total media, Makassar, hlm 60 
11
 M. Ilham Arisaputra Op.cit  hlm 33 
12 Benhard Limbong (selanjutnya disebut Benhard Limbong II), 2012, Reforma Agraria, 
margaretha pustaka, Jakarta hlm 257-258 
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Melihat kebijakan pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  yang orientasi 
ekonominya dituangkan  dalam  paket  kebijakan  ekonomi  nasional. Kebijakan  
tersebut menempatkan  fungsi  ekonomi  tanah  sebagai  salah  satu  basis 
Pembangunan  Ekonomi  Nasional. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada tahun 
2015, pertumbuhan investasi di Indonesia memiliki peringkat pertama di kawasan 
Asia Tenggara dengan pertumbuhan 20% ke angka US$ 22,6 miliar dari US$ 18,8 
miliar dibanding tahun sebelumnya. 9 United Nations Conference on Trade and 
Development, 2015, World Investment Report 2015
13
. 
Sejalan dengan pembangunan ekonomi yang cukup pesat dibidang 
perindustrian dan beriringan dengan pertambahan penduduk yang  juga semakin 
tinggi, Menyadari hal tersebut yang tentunya memiliki dampak terhadap 
masyarakat di Indonesia yang berpotensi terjadinya kepadatan penduduk dipulau-
pulau atau kota-kota yang menjadi pusat kebijakan pembangunan ekonomi yang 
membuat hampir sebagian besar masyarakat berpindah ke pulau-pulau yang 
menjadi pusat pembangunan tersebut untuk berjuang mengadu nasib mereka 
dengan kemampuan dan keterampilan kerja yang seadanya saja tapi kesediaan 
lahan yang terbatas untuk ditinggali. Membuat kota tersebut berpotensi mengalami 
kepadatan penduduk yang meningkat secara drastis juga kemungkinan  berakibat 
kepada tingkat kemiskinan yang cukup tinggi serta tingkat kekerasan dan kesehatan 
yang bisa saja ikut memperparah keadaan kota tersebut. 
                                                          
13
 akses dari http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf  diakses pada 3 Maret 
2016.  
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Namun demikian pemerintahan Jokowi telah mengantisipasi hal tersebut 
dalam kebijakannya. Pemerintah menggagas program transmigrasi yang dimana 
pemerintah melakukan pemindahan penduduk dari suatu daerah yang padat 
penduduk (kota) ataupun daerah yang tertinggal kedaerah yang lebih berpotensi di 
dalam wilayah Indonesia. Transmigrasi tidak lagi menjadi program pemindahan 
penduduk semata, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah, dan metodenya 
tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari jakarta, melainkan berdasarkan 
kerja sama antar daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi 
demi menciptakan  kepadatan penduduk yang merata. Transmigrasi juga akan 
menguntungkan Indonesia dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di 
pulau-pulau yang kurang padat penduduk. Dimana program ini akan mengentaskan 
kemiskinan dengan memberikan lahan dan kesempatan baru bagi para pendatang 
miskin
14
. Keberadaan salah satu program percepatan pendaftaran tanah bagi 
transmigran sebagai prioritas dan bagian program yang saling terkait satu sama lain 
dengan program transmigrasi merupakan program pemerintah yang pelaksanaannya 
juga melalui perencanaan yang begitu matang. 
Demi kelancaran program transmigrasi tersebut telah diupayakan integrasi 
dan kordinasi yang baik antar instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam 
melaksanakan program tersebut yang senantiasa menjadi kunci kesuksesan 
keberlangsungan program. Seperti yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi di tingkat pusat dan dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah 
Kabupaten/Kota (khususnya SKPD yang membidangi ketransmigrasian) yang 
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 Akses dari  https://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasi diakses pada 11 october 2016 
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berkordinasi secara teknis dengan jajaran Badan Pertanahan Nasional dalam 
pengadaan tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan berujung 
kepada program percepatan pendaftaran tanah bagi transmigran dengan 
memberikan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan penerbitan sertipikat 
hak milik atas tanah bagi transmigran. Hal ini berlansdaskan pada Peraturan 
Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yakni sebuah 
lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang bidang tugasnya untuk melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang pertanahan, antara lain melanjutkan 
penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 19 
UUPA, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah
15
. 
Maka, pemberian sertipikat tanah ini untuk memberikan kepastian hukum 
kepemilikan aset tanah secara sah dan diakui oleh negara. 
Dalam sembilan program prioritas (Nawacita) yang dijanjikan saat pemilu 
presiden 2014, Jokowi-JK 2014 menyebutkan akan mendorong land reform dan 
program kepemilikan tanah seluas 9 hektar”. Pemerintahan Jokowi berjanji akan 
meningkatkan kepemilikan petani atas tanah pertanian dari saat ini kurang dari 0,75 
hektar menjadi rata-rata dua hektar.Tahun ini, Presiden Jokowi sudah 
mengumumkan percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma 
Agraria, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Pemerintah juga 
membentuk Tim Kerja Reforma Agraria melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) 
untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian 
Transmigrasi, Kehutanan dan Kementerian lainnya untuk redistribusi atau 
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  Benhard Limbong II, Op .cit hlm 265 
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pembagian sembilan juta hektar lahan ke petani, strategi pemerintah adalah 
menggunakan 4,5 juta hektar dari lahan hak guna usaha (HGU) yang sudah habis 
masa berlaku maupun tanah telantar (seluas 0,4 juta hektar) serta dari pelepasan 
kawasan hutan (4,1 juta hektar). Dimana fakta yang terjadi pada tahun 2013, 
program percepatan penerbitan sertifikat tanah di kawasan transmigrasi  telah 
berhasil menerbitkan sebanyak 14.901 persil sertifikat untuk para transmigran yang 
tersebar di 7 (tujuh) Provinsi. Lokasi-lokasi transmigrasi yang telah  menerima 
penerbitan sertifikasi tanah ini antara lain adalah provinsi NAD 4.188 persil, 
Kepulauan Riau 600 persil, Sumatera Barat 670 persil, Jambi 2.000 persil, 
Kalimantan Barat 5.943 persil, Sulawesi Tengah 1.350 persil, dan Sulawesi Barat 
150 persil. Sejalan dengan Pernyataan yang dilontarkan oleh Sofyan Djalil sebagai 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bahwa saat ini 
kementeriannya masih fokus mengebut sertifikasi di wilayah transmigrasi karena banyak 
lahan di sana yang belum tersertifikasi. dimana pemerintah memerlukan waktu sekitar 5 
sampai 10 tahun untuk menyertifikasi seluruh tanah di Indonesia. Alasannya, saat ini baru 
45 persen tanah yang tersertifikasi. Sofyan berkata, sertifikat tanah akan membuat rakyat 
mendapatkan kepastian hukum atas aset tanah yang dipunyai. Selain itu, hak-hak rakyat 
miskin juga akan terlindungi. Dengan diserahkannya sertifikat kepada transmigran 
maka pemerintah berharap transmigran dapat bekerja lebih bersemangat, produktif, 
nyaman, dan aman di tanah-tanah transmigran yang telah ditempati. Yang membuat 
kesejahteraan transmigranpun akan lebih meningkat
16
. 
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 Akses dari http://poskotanews.com/2015/03/14/14-901-sertifikat-tanah-diterbitkan-untuk-
transmigran/ di akses pada 16 october 2016 
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Hal tersebut mendapat kritikan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 
menilai program sertifikasi tanah yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK 
bukanlah jawaban dari persoalan agraria. Kritik itu menyoroti Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat ini yang hanya fokus pada 
4,1 juta hektare lahan di wilayah transmigrasi untuk disertifikasi
17
. Komite 
Nasional Pembaharuan Agraria (KPA) juga mencatat, sepanjang 2004 sampai 2015, 
masih terdapat 1772 konflik agraria yang belum terselesaikan. Kebanyakan konflik 
itu merugikan kelompok petani kecil yang lahannya terampas untuk perkebunan 
atau proyek infrastruktur
18
. Hal tersebut semakin dipertegas melalui pendapat salah 
satu Anggota Komisi 2 DPR RI, Budiman Sudjatmiko, ”mengatakan percepatan 
distribusi lahan ini penting lantaran ribuan kasus sengketa lahan yang hingga kini 
belum terselesaikan. Komisi 2 DPR RI saat ini menerima 197 aduan sengketa lahan 
yang terjadi di sejumlah daerah. Terutama sengketa lahan  transmigran” 19. 
 Penyabab-penyebab utama pada konflik tersebut dilatarbelakangi oleh 
masalah perencanaan pengadaan tanah bagi transmigran yang akan segera 
dilakukan percepatan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum atas 
kepemilikan aset berupa tanah oleh transmigran yang secara sah dan diakui oleh 
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 Akses dari 
http://kbr.id/092016/kpa_anggap_program_sertifikasi_lahan_jokowi_tak_jawab_ref-
orma_agraria/85443.html di akses pada 18 october 2016 
18.akses dari 
http://kbr.id/berita/092016/demo_istana__ribuan_petani_tuntut_realisasi_lahan_9_j
uta_hektare/85406.htmlkata Sofyan, Mengenai aturan turunan Undang-Undang 
Pokok Agraria nomor 20 tahun 2016, Sofyan menilai sudah cukup  di akses pada 21 
october 2016 
19
Akses dari   
.http://kbr.id/07_2015/4_1_juta_hektar_lahan_bakal_dibagikan_ke_desa_seluruh_indonesi
a/74070.html di akses pada 20 october 2016 
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negara. Dimana lahan tersebut akan membuat nasib para transmigran berubah 
menjadi lebih baik. Sebagaimana tujuan dari program transmigran dilakukan yaitu 
transmigrasi akan mengentaskan kemiskinan dengan memberikan lahan dan 
kesempatan baru bagi para pendatang yang miskin. 
Meskipun pemerintah telah memikirkan solusi dan kebijakan yang 
dilakukan untuk membuat masyarakat miskin tertarik mengikuti program 
transmigrasi, bahkan hal tersebut telah didukung dengan program percepatan 
pendaftaran tanah bagi transmigran. akan tetapi masih banyak hal yang perlu 
diperbaiki dan dibenahi dalam kebijakan tersebut. Sebab, masih saja terjadi 
kekurangan seperti dalam hal penentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
yang hasil identifikasinya tidak memungkinkan diajadikan kawasan perencanaan 
transmigrasi ditambahkan lagi penerbitan sertifikat atas lahan usahapara 
transmigrasi  sangat disayangkan, karena mengalami keterlambatan diterbitkannya 
sertifikat seperti yang terjadi Kabupaten Takalar yang sertifikat tanah bagi 
transmigran sampai kini belum diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, 
ditambah lagi kekurangan pada infrastruktur desa yang diperuntukkan untuk para 
transmigran, serta masih seringnya terjadi sengketa-sengketa hak-hak atas tanah di 
tengah-tengah masyarakat pendatang / transmigran dengan penduduk asli desa yang 
menjadi tempat tujuan para transmigran. Contoh aktualnya seperti para penduduk 
asli yang mengokupasi lahan transmigran, kecemburuan sosial dari penduduk 
setempat dengan para transmigran pendatang dan belum diperolehnya sertifikat 
tanah. Pada proyek-proyek transmigrasi tertentu beberapa konflik diantaranya 
sampai berujung kepada terjadinya pertumpahan darah. Dapat kita buktikan juga 
12 
 
melalui program transmigran yang dilakukan di desa  Saembalawati, Poso, 
Sulawesi Tengah. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2015 telah terjadi insiden 
pengejaran dan penembakan antara aparat kepolisian dengan teroris jaringan 
santoso. 
Dalam  pelaksanaannya  walaupun pendaftaran  tanah  telah  dilakukan.  
Dan  meskipun  telah  mendapat pengakuan  dalam  UUPA,  sertipikat  belum  
menjamin status yang memberikan kepastian  hukum kepada  pemiliknya  karena  
bisa saja pada saat pengadaan tanah bagi transmigran ada hal yang tidak dijalankan 
sesuai dengan aturan seperti dalam tata cara pelepasan hak atas tanah agar tidak 
terjadi tumpang tindih, sedangkan dalam  peraturan  sendiri  juga memberi  peluang  
dimana  sepanjang  ada  pihak  lain  yang  merasa  memiliki  tanah  dapat  
menggugat  pihak  yang  namanya  tercantum  dalam  sertipikat  secara  
keperdataan  ke  pengadilan  umum,  atau  menggugat  kepala  BPN/Kepala  Kantor  
Pertanahan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara
20
. Yang mengakibatkan sang 
pemilik tanah atau transmigran tidak lagi mendapatkan kepastian hukum atas status 
tanah yang telah diberikan pemerintah dalam program  transmigrasi, sampai adanya 
putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Untuk itu perlulah 
dilakukan program pengadaan tanah yang sesuai dengan peraturan beserta 
percepatan sertipikasi tanah untuk menjamin kepastian hukum status tanah yang 
akan dibagikan kepada  masyarakat miskin yang membutuhkan perbaikan taraf 
hidup melalui program transmigrasi yg dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan 
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. lihat pendapat Rusmadi Murad dalam Adrian Sutedi, sertifikat Hak Atas tanah, sinar 
grafika, jakarta, 2011 hlm 2-3 
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tersebut mendasari penulis untuk menulis skripsi yang berjudul  “Status Hukum 
Tanah Bekas Transmigrasi Di Kabupaten Takalar” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana mekanisme pengadaan tanah dalam program transmigrasi 
nasional yang sesuai dengan peraturan pelaksannaanya? 
2. Bagaimana fenomena tanah transmigrasi di kabupaten Takalar dan status 
hukum tanah bekas transmigrasi di kabupaten takalar? 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pengadaan tanah dalam 
program transmigrasi nasional. 
2. Untuk mengetahui dan memahami fenomena tanah transmigrasi di kabupaten 
takalar dan status hukum tanah bekas transmigrasi di kabupaten takalar. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Memberikan masukan dan sumbangsi pemikiran dalam menunjang 
pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai prosedur pengadaan 
tanah bagi transmigran. 
2. Secara Praktis 
Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dengan bertambahnya wawasan 
mengenai status hukum tanah bekas transmigrasi di kabupaten takalar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
1. Reforma  Agraria 
a. Reforma Agraria 
Reforma agraria bertujuan agar  terbangunnya struktur masyarakat yang 
lebih berkeadilan.  Pada awalnya kebijakan reforma  agraria adalah suatu kebijakan 
sosial, yaitu pemerataan penguasaan tanah, bukan sebuah kebijakan ekonomi 
(produksi); namun kemudian orang sadar bahwa dibutuhkan suatu economic 
rationale yang mampu memberi alasan dari segi ekonomi mengapa suatu reforma 
agraria perlu dilakukan. Itulah sebabnya selepas perang dunia kedua negara-negara 
mulai menambahkan aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan 
pada program reforma agraria mereka. Berbagai pertimbangan itu adalah:  secara 
politik dapat ditolerir (politically tolerable), secara ekonomi dapat dijalankan 
(economically viable), secara kebudayaan dapat dipahami (culturally 
understandable), secara sosial dapat diterima (socially acceptable), secara hukum 
dapat dibenarkan (legally justificable) dan secara teknis dapat diterapkan 
(technically applicable).   
Perlu diingat bahwa berbagai pertimbangan tersebut tidak usah melahirkan 
reforma pura-pura (quasi reform) ataupun reforma semu (pseudo reform), yaitu 
suatu pembaruan yang sopan namun pada hakekatnya bukan pembaruan, yang 
disebut nicely behaved non land reform.  Bagaimana pun reforma agraria sejati 
15 
 
hanya bisa dilakukan jika ada kemauan politik. Di negara-negara non sosialis 
muatan konkret reforma agraria adalah: mengatur ulang alokasi penyediaan tanah; 
menata ulang status pemilikan/penguasaan/penggunaan tanah; mengatur ulang tata 
cara perolehan tanah; dan menata ulang penggunaan tanah
21
. 
Reformasi,  Pengertian  umum  dan  lazimnya  dikenal  oleh  masyarakat  
adalah  pembaruan.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  reform  bukan  
sekedar  pembaruan  tetapi  perubahan  radikal  untuk  perbaikan  disuatu  
masyarakat  negara. Dimana  radikal   itu  sendiri  berasal  dari  bahasa  yunani  
yaitu  radix  yang  berarti  akar atau  sampai  ke  akar-akarnya,  sehingga  
perubahan  radikal  berarti  bahwa  perubahan  sesuatu  sampai  pada  hal  yang  
prinsip  atau  mendasar  sehingga  kita  dapat  bersikap  bijaksana  dalam  melihat  
persoalan  yang  harus  diubah  tersebut. 
 Dalam  Kamus  Besar  Indonesia  itu  sendiri  diterangkan  juga  bahwa 
reformis  ada-lah orang  yang  menganjurkan  adanya  usaha  perbaikan  tanpa  
kekerasan.  Dengan  demikian  maka  reforma  hukum  dimaksudkan  sebagai  
upaya  melakukan  perubahan tanpa  kekerasan  dalam  bentuk  suatu  peraturan  
untuk  menuju  keadaan  yang  lebih  baik. Ditinjau dari asal usul kata, istilah 
„agraria‟ berasal dari kata bahasa Latin ager, artinya: a) lapangan; b) pedusunan; c) 
wilayah; tanah negara
22. Secara etimologis, tampak bahwa cakupan istilah „agraria‟ 
bukanlah sekedar „tanah‟ atau „pertanian‟ saja. „Pedusunan‟, „bukit‟, dan „wilayah‟, 
jelas menunjukkan arti yang lebih luas karena di dalamnya tercakup segala sesuatu 
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Akses dari  http://binadesa.org/gunawan-wiradi-reforma-agraria-untuk-pemula/di akses pada 14 
november 2016 
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 Lihat, Prent dkk, 2008, Kamus Bahasa Latin – Indonesia, pt gramedia jakarta,cet ke-10 
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yang terwadahi olehnya. Di „pedusunan‟ misalnya, terdapat berbagai macam 
tumbuhan air, sungai, tambang, perumahan, dan sekumpulan masyarakat. 
Sementara itu, istilah reforma merupakan istilah Spanyol, yang maknanya sama 
dengan istilah Inggris, reform.  Istilah reform berarti pembaruan atau pembentukan 
kembali. Merujuk pada etimologinya, Reforma Agraria (Spanyol), agrarian reform 
(Inggris), atau Pembaruan Agraria (Indonesia) memiliki arti suatu upaya perubahan 
atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan 
struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi 
pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa
23
. 
Lebih lanjut seorang ahli agraria Peter Doner berpendapat bahwa Reforma 
Agraria iallah suatu upaya sistematik, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, 
dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan 
keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru 
yang demokratis dan berkeadilan. Istilah  Reforma  Agraria  sendiri  di adopsi  
pertama  kali  oleh  Gunawan  Wiradi  pada  tahun  1980-an  yang  kemudian  
menjadi  populer  dan  dipakai  oleh  para  akademisi,  dengan  dua  alasan   
pertama,  istilah  tersebut  digunakan  oleh  organisasi  petani  internasional  yang  
cukup  besar,  yang  bernama  La  Via  Campessina;  dan  kedua;  untuk  mengatasi  
kerancuan  penggunaan  istilah  antara  landreform   dan   agrarian reform  yang  
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 Akses dari http://Jurnal-dialektika-LPPMD-UNPAD.2006 Diakses pada 12 november 2016 
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selalu  menjadi  perdebatan  diantara  pihak  akademisi   dan  para  pakar  praktisi  
hingga  dekade  1970-an
24
. 
Sebelum istilah reformasi itu populer, dalam hukum agraria dikenal istilah 
landreform (reformasi pertanahan). Istilah tersebut yang selama ini dikenal dan 
dilaksanakan di Indonesia dimaksudkan hanya dalam pengertian yang sempit yaitu 
pembagian (redistribusi) tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224/1961 
tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai 
pelaksanaan dari UU No. 56 PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 
Pada hal ada pengertian yang lebih luas yang meliputi perubahan peraturan agraria 
secara mendasar untuk tujuan yang lebih baik yang biasanya disebut landreform 
dalam arti yang luas atau biasa disebut dengan agrarian-reform (reforma agraria)
25
. 
Demi menghindari kesamaan persepsi mengenai Reforma Agraria dan Land 
Reform,  Ben Cousins coba menjabarkan perbedaan keduanya, sebagai berikut: 
Land Reform berkaitan dengan hak atas tanah dan cirinya masing-masing, kekuatan 
dan distribusi, sementara fokus Reforma Agraria tidak hanya pada hal-hal tersebut 
tapi juga pada isu-isu yang lebih mencakup: karakter kelas dari hubungan antara 
produksi dan distribusi di bidang pertanian dan perusahaan yang terkait, dan 
bagaimana semua hal itu terhubung ke struktur kelas yang lebih luas. Dengan kata 
lain, Reforma Agraria berkaitan dengan kekuatan ekonomi dan politik dan 
hubungan antara keduanya. 
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 Akses dari,  http://binadesa.org/gunawan-wiradi-reforma-agraria-untuk-pemula/ Diakses pada 
12 november 2016 
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 Aminuddin Salle, 2007, Hukum Pengadaan Tanah, kreasi total media, hlm 52 
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Itu artinya, reforma agraria memiliki cakupan yang lebih luas dari land 
refrorm. Dimana Reforma agraria haruslah mencakup:  
1. instrumen kebijakan agraria yang karakter kualitatif dan seharusnya 
mengacu pada perubahan yang kecil, seperti subsidi, tarif, pajak, dan 
sebagainya:;  
2. perubahan struktural untuk mengubah struktur pertanian, seperti program 
kredit, investasi dibidang infrastruktur, penyuluhan, dan sebagainya,  
3. reformasi kelembagaan yang mengubah dasar ekonomi pedesaan dan 
masyarakat, seperti redistribusi tanah, perubahaan penyewaan, kolektivisasi, 
dan sebagainya
26
.  
Berarti pada pada hakikatnya, konsep reforma agraria mencakup tiga konsep 
berikut. 
1. Konsep landreform, yakni penataan kembali struktur penguasaan 
kepemilikan tanah yang lebih adil. 
2. Konsep  acces reform, yakni berkaitan dengan penataan penggunaan atau 
pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana 
dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber 
ekonomi di wilayah pedesaan. Akses tersebut antara lain akses sarana dan 
prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, 
koperasi usaha tani, dan perbankan (kredit usaha rakyat). 
3. Konsep policy atau regulation reform, yakni berkenaan dengan pengaturan 
kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak
27
.  
 
Dengan demikian, dilihat dari segi esensinya konsep reforma agraria merupakan 
konsep landreform yang dilengkapi dengan konsep acces reform dan konsep 
legal/regulation reform. Konsep landreform dalam hal ini adalah penataan kembali 
struktur peneguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil
28
.  
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Pengalaman pelaksanaan reforma agraria di berbagai negara, menunjukkan 
bahwa hampir tidak ada perbedaan pendapat mengenai reforma agraria sebagai 
strategi dasar pembangunan, perdebatan akan muncul pada tataran implementasi 
model apa yang akan diterapkan oleh suatu negara. Memetik pengalaman dari 
berbagai negara, reforma agraria secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 
empat kategori: 
(1) Radical land reform, tanah milik tuan tanah yang luas diambil alih oleh 
pemerintah tanpa ganti kerugian, dan selanjutnya dibagikan kepada petani 
tidak bertanah,  
(2) Land restitution, tanah-tanah perkebunan luas yang berasal dari tanah 
tanah masyarakat diambil alih oleh pemerintah, kemudian tanah tersebut 
dikembalikan kepada pemilik asal dengan kompensasi,  
(3) Land colonization, pembukaan dan pengembangan daerah-daerah baru, 
kemudian penduduk dari daerah yang padat penduduknya dipindahkan ke 
daerah baru tersebut, dan dibagikan tanah dengan luasan tertentu, dan 
(4) Market based land reform (market assisted land reform), land reform 
yang dilaksanakan berdasarkan atau dengan bantuan mekanisme pasar yang 
bisa berlangsung bila tanah tanah diberikan hak (land titling) agar security 
in tenureships bekerja untuk mendorong pasar finansial di pedesaan. Model-
model ini umumnya tidak bisa memenuhi prinsip land reform untuk 
melakukan penataan penguasaan dan pemilikan tanah yang adil
29
. 
 
 
 
b. Penyelenggaraan Reforma Agraria 
Dalam mekanisme penyelenggaraan reforma agraria mencakup empat 
lingkup kegiatan utama, yakni penetapan objek;penetapan subjek; mekanisme; dan 
delivery system reforma agraria; serta acces reform.  
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Tanah yang menjadi objek reforma agraria  adalah tanah-tanah negara dari 
berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dijadikan 
sebagai objek reforma agraria. Dan untuk menetapkan subjek reforma agraria, perlu 
dipastikan agar tanah-tanah objek reforma agraria tersebut dapat diterima oleh 
penerima manfaat (subjek reforma agraria) secara tepat. Maka perlu disusun kriteria 
penentuan subjek reforma agraria dan sistem seleksinya. Berdasarkan kriteria dan 
sistem seleksi tersebut, dapat diusulkan calon subjek reforma agraria yang untuk 
selanjutnya calon subjek reforma agraria tersebut ditetapkan menjadi subjek 
reforma agraria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah 
penetapan objek dan subjek
30
, tahap berikutnya adalah mekanisme dan delivery 
system yang secara garis besar dikelompokkan dalam tiga model sesuai dengan 
ketersediaan objek dan subjek reforma agraria, yakni; 
(1) Mendekatkan Obyek ke Tempat Subyek. 
Dalam model ini, tanah dari daerah yang surplus tanah atau tidak padat 
penduduknya didekatkan ke daerah yang minus tanah, padat penduduknya dan 
dekat dengan penerima manfaat. 
(2) Mendekatkan Subyek ke Tempat Letak Obyek. 
Dalam model ini calon penerima manfaat (subjek) berpindah secara sukarela 
(voluntary) ke lokasi tanah yang tersedia. 
(3) Subyek dan Obyek di Satu Lokasi yang Sama. 
Model ini untuk keadaan di mana subyek dan obyek berada di lokasi yang sama.  
Sebelum tahap delivery system ini perlu diselenggarakan penataan penguasaan, 
pemilikan, penggunaan, dan pemanfatan tanah.  
Setelah  tahap delivery system ini, maka selanjutnya dilaksanakan pengelolaan 
acces reform yang meliputi  
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(1) Penyediaan infrastruktur dan saran produksi; 
(2) Pembinaan dan bimbingan teknis kepada penerima manfaat; 
(3) Dukungan permodalan; dan  
(4) Dukungan distribusi dan pemasaran serta dukungan lainnya31. 
Guna menjamin terlaksananya Reforma Agraria akan disusun dan 
disempurnakan peraturan perundang-undangan yang bersifat operasional, termasuk 
yang berkaitan dengan kelembagaan reforma agraria. Kelembagaan Reforma 
Agraria dibagi dalam dua kelompok kelembagaan, yaitu:  
(1) lembaga yang berfungsi menetapkan kebijakan, koordinasi dan 
pengendalian reforma agraria, serta (2) Lembaga yang berfungsi mengelola dan 
membiayai reforma agraria. Prinsip penting atas beroperasinya lembaga- lembaga 
ini adalah diterapkannya good governance secara konsekuen
32
. 
c. Program Reforma Agraria 
Untuk merelealisasikan program reforma agraria dalam 
pengimplementasiannya pemerintah telah menuangkannya dalam beberapa 
peraturan perundang-undangan yang telah menjadi dasar hukum pengaturan 
reforma agraria, yaitu: 
a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria, atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 
- Pasal 7 
Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan 
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. 
- Pasal 10 
(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah 
pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya 
sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. 
(2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut 
dengan peraturan perundangan 
(3) Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam 
peraturan perundangan. 
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- Pasal 17 
(1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7, maka untuk mencapai tujuan 
yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau 
minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam 
Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. 
(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan 
dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat. 
(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud 
dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, 
untuk selanjutnya sibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut 
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. 
(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini yang akan 
ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur-
angsur. 
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil 
Dalam undang-undnag ini diatur perjanjian pengusahaan tanah dengan 
bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap yang dilakukan atas dasar 
yang adil, terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap. Serta 
menegaskan hak dan kewajiban bagi pemilik dan penggarap tanah. 
c. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah 
pertanian.  
Undang-undang ini melaksanakan ketentuan Pasal 17 UUPA  yang 
mengatur luas maksimum dan minimum tranah pertanian. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan 
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.  
 
Peraturan ini mengatur asal tanah yang akan dibagi dalam rangka 
pelaksanaan land reform dan pemberian ganti kerugian kepada bekas 
pemilik tanah yang terkena land reform. 
 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan 
Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang 
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. 
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. 
f. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 
tentang Penyusuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan 
absentee atau Guntai
33
. 
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Lebih lanjut, aturan tersebut telah melahirkan beberapa program–program strategis 
reforma agraria yang meliputi: 
a. Larangan menguasai tanah pertanian yang melampaui batas. 
b. Larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee (guntai) 
c. Redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum serta tanah-
tanah yang terkena larangan absentee, tanah bekas swapraja, dan tanah –
tanah negara lainnya. 
d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian 
yang digadaikan. 
e. Pengaturan kembali tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian. 
f. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, serta larangan  
melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan 
pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau 
kecil
34
. 
Menurut Russel King sang penulis buku land reform , world survey . 
mengungkapkan beberapa prasyarat agar pelaksanaan land reform bisa berjalan 
dengan baik dan tidak sia-sia itu harus ada: (1) kemauan politik, (2) data keagrarian 
yang lengkap dan akurat, (3) adanya organisasi tani yang kuat, (4) elt politik dan 
elit bisnis yang harus terpisah, dan (5) dukungan dari angkatan bersenjata
35
. Dan 
para pakar seduniapun sepakat, berdasarkan pengalaman sejarah berbagai negara 
yang pernah melaksanakan program ini, dibutuhkan sejumlah prasyarat agar 
reforma agraria berjalan dengan sukses.  Prasarat terpenting adalah: harus ada 
kemauan politik dari pemerintah, harus ada organisasi rakyat (khususnya organisasi 
petani) yang kuat dan pro reform, harus ada data lengkap dan teliti tentang 
keagrariaan, harus dipisahkan elite penguasa dari elite bisnis, aparat birokrasinya 
harus bersih, jujur dan faham akan konsep dan tujuan reforma agraria. Dalam hal 
ini peran pemerintah sangatlah urgent, bahkan tidak tergantikan dalam pelaksanaan 
Reforma Agraria, termasuk menyediakan prasyarat-prasyaratnya. 
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Akan tetapi dalam pelaksanaan program-program tersebut  telah mengalami 
stagnasi, tersendat – sendat dan tidak tuntas. Hambatan utama pelaksanaan 
landreform adalah lemahnya kemauan dan dukungan politik dari pemerintah yang 
lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kelemahan administrasi 
yang tidak sempurna dan menyulitkan redistribusi tanah, tidak tersedianya data dan 
informasi, serta lain sebagainya
36
. 
Sehubungan dengan hal itu, akhirnya pemerintah kembali lagi berusaha 
melalui beberapa upaya dan juga setelah beberapa peraturan perundang-undangan 
diubah mengenai  pengelolaan sumber daya alam (agraria), baik itu yang kemudian 
dinilai merupakan langkah maju maupun yang justru dinilai mundur dari substansi 
peraturan-peraturan sebelumnya.  Program Reforma agraria kembali masuk dalam 
program penting pembaruan agraria, yaitu salah satu produk hukum yang penting 
dalam konteks pembanguanan agraria di Indonesia melalui  ketatapan MPR Nomor 
1X/MPR/2001 yang tertuang dalam Pasal 5  bahwa salah satu kebijakan 
pelaksanaan pembaruan agraria adalah melaksanakan penataan kembali 
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (Reforma agrarian) 
yang berkeadilan dengan memerhatikan kepemilikan tanah oleh rakyat dan 
menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi 
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah . 
Karakter strategis reforma agraria tidak hanya sebagai cara untuk 
mengurangi kemiskinan tetapi terutama sebagai alat untuk mencapai keadilan 
sosial. Yang akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, redistribusi kekayaan 
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dan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan melawan kesenjangan, 
yang berujung pada tercapainya keadilan dan ekuitas/persamaan. 
Setelah pemerintah menyadari hal yg telah menjadi kesalahan dalam 
kebijakannya. Pemerintah tidak lagi menjadikan Reforma Agraria sebagai program 
pelengkap semata dikarenakan dampak positif yang dihasilkan dari program-
program reforma agraria tersebut. Dan sebagai penggantinya, semenjak masa 
reformasi dan sampai sekarang pemerintah menggalakkan program redistribusi 
tanah, sertifikasi tanah, transmigrasi,  serta konsolidasi tanah, yang pada 
hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap aset tanah
37
. 
d. ASET REFORM 
Kata “aset” itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa inggris , yakni 
asset yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak 
dan tidak dapat digunakan selain yang menguasainya. Aset adalah barang atau 
suatu barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, dan nilai tukar
38
. Dalam 
kajian ilmu hukum, aset disebut benda yang terbagi atas benda bergerak dan tidak 
bergerak. Tanah dalam konteks ini dikategorikan sebagai benda tidak bergerak. 
Tanah juga memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, dan nilai tukar. Dengan 
demikian, menurut Muhammad Ilham Arisaputra, tanah dapat dikategorikan 
sebagai aset. Terkait dengan peristilahan asset reform  Muhammad Ilham 
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Arisaputra lebih condong pada penggunaan istilah legalisasi aset tanah sebagai 
program inti land reform
39
. 
Pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah diarahkan pada 
penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.  Hal ini merupakan  
landasan yang kokoh untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan 
untuk mewujudkan keadilan sosial.  Prinsip keadilan sosial masyarakat 
dikembangkan melalui proses pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagaimana 
dijamin oleh konstitusi.  Hampir semua hak-hak dasar masyarakat berkaitan secara 
langsung atau tidak langsung dengan tanah dan pertanahan. Hak-hak dasar 
masyarakat dipenuhi dengan pembukaan akses masyarakat yang lebih besar 
terhadap aset tanah dan akses terhadap sumber ekonomi lainnya sebagai sumber 
kesejahteraan melalui Pembaruan Agraria. 
Berbicara mengenai aset dan akses bagi rakyat miskin berarti kita berbicara 
mengenai hak dasar. Secara akademik, hak dasar rakyat bisa dibagi dua. Pertama, 
yang disebut sebagai given rights yaitu hak-hak yang bisa lahir dari keharusan 
konstitusi, Undangundang, peraturan, norma, budaya, atau lainnya. Kedua, yang 
disebut exercised rights yaitu hak-hak yang perwujudannya harus diperjuangkan. 
Karena kita menghadapi persoalan struktural, yang given rights itu pun ternyata 
masih harus diperjuangkan, apalagi the exercised rights. Karena itu, kita harus 
wujudkan langkah yang harus kita tempuh pertama adalah given rights melalui 
proses dan kebijakan pembangunan yang tepat. Paralel dengan itu, exercised rights 
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dikembangkan sebagai bagian penting dari komponen Negara modern. Dalam 
pengertian ini, konsepsi Amartya Sen menemukan bentuknya, yaitu bahwa 
pembangunan sebagai proses pembebasan. Proses pembebasan ini dilakukan 
dengan memberikan aset tanah kepada rakyat dan juga memberikan hak-hak rakyat 
melalui pengembangan akses masyarakat pada sumber-sumber ekonomi dan 
sumber-sumber politik. 
Komponen yang pertama disebut sebagai asset reform
40
, sedangkan yang 
kedua disebut acces reform. Keduanya merupakan pendukung konsep land reform 
dalam kerangka reforma agraria. Istilah asset reform sering diungkapkan oleh Joyo 
Winoto dalam pidato-pidatonya semasa menjabat sebagai kepala BPN-RI. Dari 
hasil Kajian  Muhammad Ilham Arisaputra yang menganggap bahwa asset reform 
yang dimaksud oleh Joyo Winoto merupakan penataan kembali pemilikan dan 
penguasaan tanah melalui legalisasi aset yang terdiri dari 3 program yakni dimulai 
dari penatagunaan tanah  (land use planning) kemudian di ikuti oleh konsolidasi 
tanah (land consolidation), dan yang terakhir adalah sertifikasi tanah (land 
sertification) nasional melalui progran inventarisasi pemilikan, penguasaan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); LARASITA; prona dan ajudikasi; 
sertipikasi tanah usaha mikro kecil dan menengah; LMPDP, dan pengelolaaan 
wilayah pesisir. Ketiga jenis kegiatan tersebut terkhusus di laksanakan untuk 
melengkapi program land reform yang berupa redistribusi tanah.  
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Dimana asset reform merupakan suatu program pelengkap land reform yang 
kegiatan-kegiatan asset reform merupakan suatu usaha untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum pemilikan dan penguasaan tanah hasil land reform yang bertujuan 
untuk membuka akses terhadap instrumen penunjang lahan atau aset tanah. Jadi, 
setelah tanah-tanah objek reforma agraria dibagikan, maka kemudian dilanjutkan 
oleh legalisasi atas tanah tersebut. Ide dasar legalisasi aset ini adalah untuk 
memberikan dan mempermudah akses masyarakat kepada permodalan karena bisa 
menggunakan asetnya secara formal dalam sistem ekonomi. Konsep acces reform 
merupaikan konsep dasar yang menjadi instrumen penunjang pemenuhan 
kesejahteraan rakyat, khususnya petani. Melalui  acces reform, petani-petani miskin 
dapat memperoleh akses untuk kemudian melakukan kegiatan usaha atas tanah 
yang diperolehnya. Kegiatan usaha yang dilakukannya itu, dengan bantuan dan 
bimbingan pemerintah melalui mekanisme pendampingan, diharapkan dapat 
menunjang kehidupan dan kesejahteraan mereka
41
.  
Rakyat harus punya akses untuk membebaskan dirinya tentu dengan melalui 
proses pembangunan agar terhindar dari kebodohan, ketertinggalan, ketertindasan, 
sempitnya ruang gerak kehidupan, ketergantungan, rasa takut. Dan, untuk ini rakyat 
harus punya aset yang dapat dikelola dan punya akses untuk memberdayakan 
asetnya. Petani harus punya tanah dan punya akses pada modal, teknologi, pasar, 
manajemen dan seterusnya. Petani harus punya alat-alat produksi, punya kapasitas 
dan kemampuan untuk menyuarakan kepentingannya. Punya akses untuk 
melahirkan inovasi-inovasi sosial yang menjadi prasyarat lahirnya perubahan sosial 
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di pedesaan. Dalam kerangka itulah, reforma agraria menjadi bagian penting yang 
harus dijalankan. Reforma agraria merupakan strategi dasar negara- negara untuk 
membangun struktur politik, ekonomi, dan social yang berkeadilan
42
. 
Pembaruan Agraria, yang dalam implementasinya dituangkan dalam 
Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), merupakan strategi untuk 
mengurangi ketimpangan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan 
tanah dan mengentaskan kemiskinan.  Di samping itu, juga berkontribusi dalam 
menciptakan lapangan kerja dan menciptakan ketahanan pangan terutama di 
perdesaan.  Dari pengalaman negara-negara yang pernah melaksanakannya, 
program ini merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan 
di perdesaan serta untuk menyelesaikan konflik pertanahan
43
. 
Kita ambil sebagai contoh, kemiskinan. Kajian-kajian di seluruh dunia, baik 
di negara-negara Asia, Afrika maupun Amerika Latin, mengkonfirmasi bahwa 
rakyat miskin hampir tidak pernah berbicara mengenai pendapatan. Pendapatan 
menjadi variabel yang irrelevant karena seberapa pun “besarnya” pendapatan yang 
diperoleh, tetap tidak mencukupi untuk bisa memberikan kehidupan yang layak. 
Dan saat ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 39,05 juta jiwa 
(17,75%), yang sebagian besar tersebar di pedesaan.  Penduduk miskin ini sekitar 
                                                          
42  
Akses dari  https://joyowinoto.wordpress.com/2013/08/21/langkah Ke Arah Kebijakan 
Untuk Memecahkan Persoalan Mendasar  di akses pada 16 november 2016 
43
 Akses dari  https://joyowinoto.wordpress.com/2013/08/21/Reforma Agraria Sebagai 
Jalan Keadilan / di akses pada 16 november 2016 
 
30 
 
90% adalah pekerja.  Selanjutnya, penduduk miskin ini paling banyak terdapat di 
sektor pertanian (56,07%), yang terutama disebabkan oleh minim atau tiadanya 
akses mereka kepada faktor-faktor produksi, termasuk tanah.  Hal ini terlihat dari 
jumlah petani gurem (penguasaan tanah kurang dari 0,5 hektar) yang mencapai 
56,5% dari jumlah petani. Rakyat miskin itu, dengan apa pun bahasa dan ungkapan 
kata yang mereka gunakan, hampir selalu bicara mengenai aset apa yang bisa 
dikelola dan bagaimana dia bisa menggarap aset itu untuk sandaran kehidupannya, 
untuk meningkatkan kehidupan keluarganya. Rakyat miskin juga hampir selalu 
berbicara kesempatan atau akses apa yang mereka bisa dapatkan agar bisa 
meningkatkan derajad dan kualitas kehidupannya. Jadi ketika kita berbicara tentang 
kemiskinan, mau tidak mau kita harus berbicara mengenai aset dan akses rakyat 
miskin pada sumber-sumber kehidupan. Yaitu, sumber-sumber ekonomi dan 
sumber-sumber politik
44
. 
Perlu dicermati bahwa meskipun pendistribusian tanah kepada masyarakat 
yang berhak merupakan salah satu komponen kegiatan penting dalam program ini, 
namun reforma agraria tidaklah sama maknanya dengan program pendistribusian 
atau pembagian tanah semata. Justru, esensi yang perlu terus dijaga adalah 
bagaimana agar masyarakat penerima manfaat dapat mengoptimalkan pengelolaan 
aset tanahnya secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas hidup dan 
penghidupannya, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan 
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perekonomian wilayahnya. Sehingga, secara keseluruhan akan sejalan dengan 
tujuan reforma agraria.  
Pembukaan akses perlu direncanakan, diselenggarakan dan dikendalikan 
secara cermat baik dalam konteks penyediaan dukungan-dukungan teknis dan 
managerial maupun dalam pembinaan lanjutan lainnya serta ketentuan- ketentuan 
hukumnya. Pembukaan akses ini merupakan komponen kegiatan yang bersifat 
multi-sektoral, oleh karena itu koordinasi intensif dan kontributif dari segenap 
komponen yang terkait dalam kegiatan ini merupakan suatu keharusan. Atas dasar 
hal tersebut, untuk mempermudah pemahaman, reforma agraria dapat kita 
definisikan sebagai land reform plus. Artinya reforma agraria adalah land reform 
plus di dalam kerangka mandat konstitusi, politik, dan undang-undang untuk 
mewujudkan keadilan dalam P4T ditambah dengan access reform. 
B. Tinjauan tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara tegas menyebutkan bahwa 
instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 
Republik Indonesia menurut Pasal 5-nya yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam rangka 
penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 
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Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas 
pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPN menyelenggarakan fungsi 
yaitu: 
a. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan 
pemetaan; 
c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, 
pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 
d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan 
pengendalian kebijakan pertanahan; 
e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; 
f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan 
penanganan sengketa dan perkara pertanahan; 
g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 
h. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN; 
i. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 
berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 
j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan 
k. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pertanahan.45 
  
Badan Pertanahan Nasional pada mulanya diatur dengan Keputusan 
Presiden Nomor 26 Tahun 1988, kemudian ditambahkan dengan Keputusan 
Presiden Nomor 154 Tahun 1999, diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 95 
Tahun 2000 , diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Badan Pertanahan Nasional dan kemudian terakhir diubah menjadi Peraturan 
Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan 
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015, Badan Pertanahan 
Nasional dibagi tiga berdasarkan wilayah, yaitu:
46
 
a. Di Tingkat Pusat (Ibu Kota Republik Indonesia) dibentuk Badan 
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Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI); 
b. Di Tingkat Provinsi dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi (Kanwil BPN Provinsi); 
c. Di Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota (kantah Kabupaten/Kota). 
 
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pendaftaran tanah bertujuan 
untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak bagi pemegang hak-hak atas 
tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah diharapkan bahwa seseorang akan merasa 
aman dan tidak ada gangguan atas hak yang dimiliki atas sebidang tanah. Dari segi 
aturan perbuatan hukum dari pendaftaran tanah adalah merupakan suatu bentuk 
peristiwa hukum yang sangat penting, karena menyangkut hak-hak keperdataan 
yang dimiliki oleh seseorang. Perwujudan dari hak-hak keperdataan ini juga 
ditinjau secara mendalam merupakan suatu bentuk dari substansi Hak Asasi 
Manusia (HAM) yang dimiliki oleh seseorang yang harus dijunjung tinggi dan 
dihormati oleh orang lain.
47
 
Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah secara tegas dinyatakan bahwa “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh 
Badan Pertanahan Nasional”Hal ini berarti Instansi Pemerintah yang 
menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia hanya 
satu, yakni Badan Pertanahan Nasional. 
Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah juga ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan 
pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota, yaitu pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : 
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Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan 
Pemerintah ini atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 
ditugaskan kepada pejabat lain. 
Kegiatan-kegiatan tertentu yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Pejabat 
lain artinya kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah 
kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik, pemetaan 
fotogrametri dan lain sebagainya.
48
Dengan demikian, Pengertian Kantor Pertanahan 
berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu 
”Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah 
kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan 
pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.” 
Selain itu menurut Pasal 29 ayat (1)  Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional (Perkaban) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan,dijelaskan 
bahwa “Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di 
Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN. “ 
Menurut penjelasan di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
(Perkaban) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan 
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mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan 
Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kemudian dalam 
menyelenggarakan tugas tersebut berdasarkan Pasal 53 Perkaban Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional dan Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi: 
1. penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan 
tugas pertanahan;  
2. pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan; 
3. pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan 
pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi 
tanah;  
4. pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan 
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan 
wilayah tertentu;  
5. pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, 
pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;  
6. pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah 
terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 
masyarakat;  
7. penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan;  
8. pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;  
9. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 
(SIMTANAS);  
10. pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 
pemerintah dan swasta;  
11. pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;  
12. pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan;  
13. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan 
prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. 
 
Dalam melakukan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain 
yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan perundang-undangan yang bersangkutan. 
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Pejabat-pejabat yang membantu Kepala Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota 
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah,antara lain:
49
 
a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Peran PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ialah dalam hal 
pembuatan akta pemindahan hak dan akta pemberian Hak Tanggungan atas 
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 
b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 
Peran PPAIW dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam hal 
pembuatan Akta Ikrar Wakaf tanah Hak Milik. 
c. Pejabat dari Kantor Lelang 
Peran pejabat dari Kantor Lelang dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 
adalah dalam hal pembuatan Berita Acara Lelang atas hak atas tanah atau 
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 
d. Panitia Ajudikasi 
Peran Panitia Ajudikasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam 
hal pendaftaran tanah secara sistematik. Semua kegiatan dalam pendaftaran 
tanah secara sistematik dari awal hingga penandatangangan sertipikat hak 
atas tanah dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi. 
 
A. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah  
(1) Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 
Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dijelaskan 
bahwa untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah 
maka perlu dilakukan kegiatan pendaftaran tanah oleh pemerintah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Menurut Douglas J. Willem pendaftaran 
tanah adalah pekerjaan yang kontinu dan konsisten atas hak-hak seseorang sehingga 
memberikan informasi dan data administrasi atas bagian-bagian tanah yang 
didaftarkan.
50
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa : 
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan 
terartur, meliputi pengumpulan, pengelolahan, pembukuan dan penyajian 
serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk petadan daftar, 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk 
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah 
ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 
yang membebaninya. 
Dari penjelasan Pasal 1 ini maka disebutkan bahwa Pendaftaran Tanah 
tersebut dipertegas dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Pendaftaran awal yang mendaftarkan hak-hak atas tanah untuk pertama 
sekali dan harus dipelihara;  
b. Pendaftaran hak-hak karena adanya mutasi hak, ataupun adanya 
pengikatan jaminan hutang dengan tanah sebagai agunan dan pendirian 
hak baru (Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas Hak Milik;  
c. Hak-hak yang timbul dari rumah susun dan bagian-bagian dari rumah 
susun.  
d. Pendaftaran tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan 
penyajian serta memelihara data fisik dan data yuridis. 
51
 
 
Berdasarkan uraian mengenai pendaftaran Tanah tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan pemerintah, 
yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur yang 
bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah 
dengan memberikan surat tanda bukti kepemilikan berupa Sertipikat. 
(2) Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia  
Pendaftaran Tanah  di Indonesia diatur dalam Pasal 19  UUPA, kegiatan 
pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah yang tertuang dalam Pasal 19 
(2) UUPA , meliputi: 
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a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 
c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat.
52
 
 
Pasal 19 ayat (2) UUPA mengatur bahwa “pendaftaran tanah meliputi 
pengukuran, pemetaan, pembukuan, pendaftaran hak-hak atas tanah, peralihan hak-
hak tersebut dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat.” Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam 
Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, bahwa: 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah 
yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. 
Ada dua sistem Publikasi Pendaftaran tanah yang dianut oleh negara-negara 
di dunia, yakni :
53
 
a. Sistem Positif  
Sistem Pendaftaran Tanah Positif adalah suatu sistem dimana kepada yang 
memperoleh Hak atas tanah akan diberikan jaminan yang lebih kuat. Oleh karena 
itu, mereka atau orang-orang yang tercatat namanya dalam Daftar Umum/Buku 
Tanah adalah si pemilik tanah yang pasti, sehingga pihak ketiga harus percaya dan 
tidak perlu khawatir bahwa pada suatu ketika, mereka atau orang-orang yang 
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tercatat namanya dalam Daftar Umum/Buku Tanah akan kehilangan Haknya atau 
dirugikan. Negara yang menerapkan Sistem Positif ini antara lain 
Jerman,Swiss,Austria,Australia .  
b. Sistem Negatif  
Sistem pendaftaran tanah negatif adalah suatu sistem dimana kepada si 
pemilik tanah, diberikan jaminan lebih yang lebih kuat apabila dibandingkan 
perlindungan yang diberikan kepada pihak ketiga. Jadi dengan demikian, tanah 
dapat menggugat haknya atas sebidang tanah dari mereka yang terdaftar pada daftar 
umum dan/atau buku tanah. Negara yang menerapkan Sistem negatif ini antara lain 
Cina, Perancis, Philipina
54
. Indonesia sendiri menganut sistem pendaftaran tanah 
negatif dengan tendensi-tendensi pemilik Positif. 
Pendaftaran Tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan 
akan kepastian hukum dalam bidang pertanahan dan bahwa sistem yang dianut 
adalah sistem publikasi negatif yang bertendensi positif karena akan menghasilkan 
surat-surat bukti yang berlaku sebagai salah satu alat pembuktian yang kuat. 
Sebagaimana dikemukakan Boedi Harsono bahwa:  
Sistem publikasi yang digunakan UUPA dan PP 24/1997 adalah sistem 
negatif yang mengandung unsur positif. Sistemnya bukan negatif murni, 
karena dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf, bahwa pendaftaran 
menghasilkan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. Demikian juga dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2), 
32 ayat (2) dan 38 ayat (2). Bukan publikasi negatif yang murni. Sistem 
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publikasi yang negatif murni tidak akan menggunakan sistem pendaftaran 
hak. Juga tidak akan ada pernyataan seperti dalam pasal-pasal UUPA 
tersebut, bahwa sertipikat merupakan alat bukti yang kuat.
55
 
Ciri-ciri sistem negatif betendensi positif dalam hal pendaftaran tanah 
seperti yang dianut UUPA adalah sebagai berikut: 
a. Nama pemilik tanah yang tercantum dalam daftar buku tanah adalah 
pemilik tanah yang benar dan dilindungi hukum, dan merupakan tanda 
bukti hak yang tertinggi.  
b. Setiap peritiwa balik nama melalui peneliti seksama, syarat-syarat dan 
prosedur berdasarkan asas keterbukaan (openbaar heidsbeginsel).  
c. Setiap bidang tanah (persil) batas-batasnya diukur dan digambar dalam 
peta pendaftaran dengan skala 1 : 1.000. Ukuran tersebut 
memungkinkan untuk meneliti kembali batas-batas persil bila kemudian 
hari terjadi sengketa batas.  
d. Pemilik tanah yang tercantum dalam buku tanah dan sertipikat masih 
dapat diganggu-gugat melalui Pengadilan Negeri oleh Badan 
Pertanahan Nasional.  
e. Pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembayaran ganti  kerugian 
kepada masyarakat karena kesalahan administrasi pendaftaran tanah. 
Masyarakat yang dirugikan dapat menuntut melalui Pengadilan Negeri 
untuk mendapatkan haknya. 
56
 
 
 
 
 
3. Legalisasi Aset berupa Tanah  
Legalisasi aset adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi 
adjudikasi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan 
dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak 
atas tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah. Kegiatan ini diselenggarakan 
oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melegalisasi 
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(mensertipikasi) aset berupa tanah belum bersertipikat milik (yang telah 
dimiliki/dikuasai) oleh perorangan anggota masyarakat atau perorangan anggota 
kelompok masyarakat tertentu. 
Berdasarkan sumber pembiayaan penyelenggaraannya, legalisasi aset dapat 
dibedakan menjadi legalisasi aset dengan rupiah murni dan legalisasi aset dengan 
penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). Melalui legalisasi aset dengan rupiah 
murni, tanah milik/yang dikuasai oleh perorangan anggota masyarakat atau 
perorangan anggota kelompok masyarakat tertentu disertipikatkan dengan inisiatif 
dari pemerintah serta biaya pengelolaan seluruh proses adminsistrasi pertanahan 
(adjudikasi, pendaftaran tanah, serta penerbitan sertipikat) sepenuhnya dibebankan 
kepada Negara. Semenatara untuk legalisasi dengan PNBP diselenggarakan dengan 
inisitaif dari pemilik atau pemohon hak atas tanah dan sumber biaya 
pengelolaannya dibebankan kepada pemilik tanah/pemohon hak atas tanah. 
Tanah milik yang telah bersertipikat selanjutnya akan dapat antara lain 
(disamping banyak lagi manfaat), dimanfaatkan sebagai sumber-sumber ekonomi 
masyarakat terutama dalam rangka penguatan modal usaha, sehingga berkontribusi 
nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesungguhnya 
percepatan legalisasi aset/tanah merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan 
fokus dari arah pembangunan nasional di bidang pertanahan. Masih banyaknya 
bidang tanah yang belum terdaftar dan diberikan legalitas asetnya berupa sertipikat 
hak atas tanah, akan berpengaruh terhadap kepastian hukum atas aset tanah, baik 
bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Pada gilirannya 
pemilikan/penguasaan tanah yang belum terlegalisasi tersebut, akan rentan terhadap 
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terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. Sebagai wujud pelaksanaan tugas 
pemerintahan dibidang pertanahan dan untuk mendorong tumbuhnya sumber–
sumber ekonomi masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terus 
mengembangkan program prioritas Legalisasi Aset dengan Rupiah Murni, melalui 
kegiatan: Sertipikat Tanah Prona, Sertipikat Tanah Petani, Sertipikat Tanah 
Nelayan, Sertipikat Tanah UKM, Sertipikat Transmigrasi, Sertipikat Tanah 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
57
. 
B. Tinjauan tentang Transmigrasi 
Transmigrasi di Indonesia sebenarnya telah dikenal sejak tahun 1905, pada 
masa pendudukan Belanda. Transmigrasi mempunyai arti sebagai perpindahan 
penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia 
yang ditetapkan oleh pemerintah nasional yang didasarkan pada ketentuan-
ketantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1999 yang 
mengatur tentang penyelenggaraan transmigrasi. 
Transmigrasi itu sendiri berasal  (dari bahasa Belanda: transmigratie)  yang 
berarti suatu program yang dibuat oleh pemerintah “Indonesia”untuk 
memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah 
lain (desa) di dalam wilayah “Indonesia”. Penduduk yang melakukan transmigrasi 
disebut transmigran. Sedangkan menurut Heeren, “Transmigrasi ialah perpindahan 
penduduk, dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah 
                                                          
57
 Akses dari http://www.bpn.go.id/Program/Legalisasi-Aset di akses pada 16 november 2016 
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yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional 
untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang. 
Pada masa sekarang transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan 
penduduk semata, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya 
tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta, melainkan berdasarkan 
Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan 
transmigrasi. Titik pusat penyelenggaraan transmigrasi adalah manusia, Program 
pelaksanaan transmigrasi memungkinkan untuk melaksanakan pemerataan 
pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial kepada golongan penduduk yang selama 
ini tidak terjamah oleh fasilitas-fasilitas sosial
58
. 
Transmigrasi memiliki dua macam model dalam pelaksanaannya, yaitu 
transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum adalah 
transmigrasi yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah dimulai dari 
pendaftaran, seleksi, hingga tempat tinggal transmigran. Dimana sesamainya di 
tempat transmigrasi, para transmigran akan diberikan sebidang tanah, rumah 
sederhana dan perangkat lain untuk penunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang 
baru. Sedangkan transmigrasi swakarsa secara harfiah adalah transmigrasi yang 
dilaksanakan atas dorongan transmigran sendiri, dengan kemauan dan biaya 
ditanggung sendiri, berpindah dari daerah asal dan menetap di daerah transmigrasi. 
Pada transmigrasi swakarsa diharapkan penduduk yang bertransmigrasi bisa 
merasakan kesejahteraan. Kesejahteraan tidak hanya dalam aspek ekonomi saja, 
akan tetapi juga dalam aspek sosial budaya. Terciptanya suasana yang aman dan 
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tenteram, semakin mantapnya kewaspadaan masyrakat dalam menanggulangi setiap 
ancaman merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan
59
. 
Tujuan pelaksanaan transmigrasi tersebut, dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, 
aspek penyebaran penduduk, maka tujuan transmigrasi adalah mewujudkan 
penyebaran penduduk yang lebih seimbang dan lebih merata di seluruh wilayah 
Indonesia. Pandangan ini membawa konsekuensi bahwa daerah padat penduduk 
seperti Pulau Jawa pada umumnya harus dipindahkan ke pulau-pulau lain yang 
penduduknya masih jarang. Kedua, aspek kebutuhan tenaga kerja, maka 
transmigrasi adalah pemindahan tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan 
berbagai proyek di daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja. Dengan demikian, 
tujuan utama transmigrasi bukanlah mencapai penyebaran penduduk yang lebih 
seimbang dan merata, melainkan untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek 
yang dipandang perlu untuk peningkatan produksi nasional
60
. Namun 
sesungguhnya, program Transmigrasi adalah salah satu sub program yang 
dijalankan pemerintah untuk mendukung program reforma agraria yang pada 
hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap tanah 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Sifat dan Jenis Penelitian 
Berdasarkan judul yang dipilih penulis, untuk memperoleh data dan 
informasi yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi yang penelitiannya  
bersifat hukum empiris, maka penulis telah melakukan penelitian dengan memilih 
lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dan objek lokasi 
Transmigrasi di Desa Punaga dan Desa Laikang Kecamatan Magarabombang 
Kabupaten Takalar. Penulis memilih objek penelitian tersebut sebagai tempat 
penelitian karena merupakan lembaga dan aktor yang erat kaitannya dengan judul 
dalam skripsi ini. 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
sertipikasi tanah bagi transmigran yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. 
Sedangkan sample yang dipilih melalui teknik purposive sampling  yaitu: 
1. Wakil Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. 
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar  
3. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulselbar 
4. Kepala Unit Pelaksana Tugas Transmigrasi SP II Punaga 
5. Dan para Transmigran yang mengikuti program transmigrasi 
 
46 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung di 
lapangan, yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait 
dengan penulisan proposal ini. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, internet, 
aturan perundang-undangan dan dokumen yang diperoleh dari instansi tempat 
penelitian. 
 
D.   Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan merupakan pengamatan langsung di lokasi penelitian 
yang dilaksanakan dengan cara wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu 
dari wakil ketua Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dan pihak-pihak lain 
yang erat kaitannya dengan judul dalam skripsi ini. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Reseacrh) 
Penelitian Kepustakaan yaitu pengumpulan data-data sekunder melalui 
kepustakaan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi buku-
buku, hukum agraria dan pertanahan, artikel, dan peraturan perundang-
undangan, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait. 
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E. Teknik Analisis Data 
Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang 
menjadi bahan dalam penulisan ini, dianalisis secara kualitatif kemudian 
dideskripsikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan 
informasi yang diperoleh dari hasil wawancara 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 
Dalam buku „Prince‟, yang mahsyur itu, Marchiavelli, mengatakan : 
“Pemindahan penduduk adalah satu cara yang paling berhasil untuk menjajah 
negara lain, karena cara ini kurang dibenci daripada harus mengirim pasukan dan 
biayanyapun lebih murah”. Teori klasik mengenai kebijaksanaan transmigrasi, 
ternyata telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak 70 tahun yang lalu 
dengan menempatkan para transmigran asal Jawa dan Madura ke luar pulau Jawa 
(Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua), terutama di kantong-kantong 
pertahanan militer bangsa Indonesia yang dianggap strategis, yg dikhawatirkan 
munculnya perlawanan penduduk asli
61
.  
Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan 
nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di 
kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan 
kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu 
prosedur penyelenggaraan transmigrasi  dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Transmigrasi (selanjutnya disingkat 
PP NO 2 THN 1999)   yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 
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Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Transmigrasi (selanjutnya disingkat PP NO 3 
THN 2014)  tata cara pelaksanaan program transmigrasi. 
Mengetahui program transmigrasi memiliki manfaat untuk mempercepat 
pembangunan di wilayah tertinggal, membuat beberapa pemerintah daerah di 
Indonesia yang daerahnya masih tertinggal  berlomba-lomba untuk menjadikan 
daerahnya sebagai kawasan transmigrasi agar daerahnya yang cukup tertinggal 
tersebut dapat berkembang dengan pesat dari daerah lain yang ada di Indonesia, 
dengan segera beberapa pemerintah kabupaten tergerak untuk turut berpartisipasi 
melakukan persiapan, perencanaan serta identifikasi terhadap potensi - potensi desa 
yang diperlukan untuk mengikuti program transmigrasi yang dilakukan oleh 
pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar di daerah yang tertinggal dapat dilakukan 
percepatan pembangunan.  
Pemerintah Kabupaten Takalar yang melihat daerahnya sebagai salah satu 
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada tahun 1998 masih memiliki 
beberapa kawasan yang cukup tertingggal dari sentuhan kebijakan  pembangunan, 
pada waktu itu membuat Kepala Daerah Kabupaten Takalar Bapak Zainal Abidin 
melakukan indentifikasi potensi sumber daya alam, kependudukan dan pertanahan 
di kabupatennya. Hal itu dijabarkan dalam bentuk Perencanaan Tata Ruang 
Kabupaten di tahun 1999 yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi untuk 
menjadikan Desa Punaga dan Desa Laikang yang berada di Kecamatan 
Magarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tempat 
yang direncanakan menjadi wilayah pengembangan transmigrasi.  
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Terkait dengan hal tersebut oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang pada saat 
itu dijabat oleh Bapak Zainal Basri Palaguna menyepakati rencana Bupati Takalar 
dengan melakukan pengajuan kepada Kementerian Transmigrasi agar melakukan 
peninjauan terhadap syarat yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Takalar 
dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai dengan Pasal 14 dan 15 PP NO 2 
Thn 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, oleh karena itu Gubernur 
Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1999 mengeluarkan SK  NO 14 12/XII/ 1999 
menetapkan Desa Punaga dan Desa Laikang yang berada di Kecamatan 
Magarabombang sebagai lahan pencadangan transmigrasi seluas 600 (Ha) dan  
dalam tahap selanjutnya melakukan prosedur pengadaan tanah yang berbentuk 
Pelepasan Hak Atas Tanah yang berada di Desa Punaga dan Desa Laikang yang 
sesuai dengan status alas hak tanah di kedua desa tersebut baik itu yang berstatus 
tanah negara, kawasan hutan dan tanah hak perorangan atau badan hukum maupun 
tanah milik adat. 
 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku pada tahap awal 
prosedur untuk melakukan identifikasi potensi sumber daya alam , kependudukan 
dan pelepasan hak atas tanah untuk pengadaan tanah di ke dua desa Kecamatan 
Magarabombang Kabupaten Takalar tersebut memiliki profil desa yang  berbeda. 
Pada Desa Punaga di tahap awal identifikasi menemukan bahwa desa tersebut 
memiliki potensi sumber daya alam laut yang cukup kaya seperti hasil panen 
rumput laut yang melimpah dan hasil penangkapan ikan yang cukup banyak pada 
musim kemarau dimana angin sedang tidak berhembus dengan kencang, serta data 
kependudukan tahun 1999 sampai 2005 pada desa punaga di huni oleh 25 KK yang 
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total jumlah jiwa yaitu 112 jiwa yang terbagi dari anak-anak, remaja, orang tua dan 
lanjut usia. Dimana kondisi pertanahan desa tersebut memiliki luas keseluruhan 330 
Ha yang terbagi lagi menjadi status tanah hak milik warga seluas 30 Ha yang 
berada disekitaran pesisir pantai dan Tanah negara yang luasnya 300 Ha dimana 
tanah tersebut belum dilekati oleh hak-hak atas tanah dan di kuasai penuh oleh 
negara
62
 dan memiliki kondisi pertanahan yang  kelembapan tanahnya bergantung 
pada musim hujan maupun kemarau dan hal tersebut tidak cukup baik untuk 
dijadikan lahan pertanian oleh warga asli Desa Punaga maka dari itu penghasilan 
warga asli desa tersebut bergantung kepada hasil laut. Untuk lebih jelasnya 
perhatikan tabel berikut 
 Profil Desa Punaga 
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 Proposal Mobilitas dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Disnakertrans Profil UPT 
Punaga, 2005. 
SUMBER DAYA 
ALAM 
POTENSI KEKAYAAN 
ALAM LAUT,SEPERTI 
IKAN DAN RUMPUT 
LAUT. 
. 
KEPENDUDUKAN 
JUMLAH PENDUDUK 
PENDUDUK ASLI 
SEBANYAK 25 KK =112 
JIWA .  
PROFESI NELAYAN 
PENANGKAP IKAN DAN 
RUMPUT LAUT. 
PERTANAHAN 
LUAS TANAH 
KESELURUHAN 
DESA PUNAGA 330 
(Ha) 
Rincian 
-tanah hak milik 
warga asli 30(Ha) 
-tanah negara 300 
(Ha) 
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Profil Desa Laikang pada tahap awal identifikasi oleh pemerintah 
menemukan bahwa desa tersebut memiliki potensi sumber daya alam  yang cukup 
berbeda dari Desa Punaga, yaitu  sumberdaya alam pertanian yang tidak terlalu baik 
tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup warga  yang akhirnya warga lebih 
terfokus kepada bertanak baik itu sapi, kambing dan ayam. data kependudukan 
tahun 1999 sampai 2005 pada Desa Laikang di huni oleh 60KK yang total jumlah 
jiwa yaitu 214 jiwa yang  jauh lebih padat penduduknya ketimbang Desa Punaga. 
Sedangkan  kondisi pertanahan desa tersebut memiliki luas keseluruhan  306 Ha 
yang terbagi lagi menjadi status tanah hak milik warga seluas 166 Ha yang 
dibuktikan dengan  rincik dan sertifikat hak milik serta di garap langsung oleh 
warga sang pemilik tanah dan tanah adat  pengembalana karaeng  lombak yang 
hingga sekarang masih memiliki ahli waris dan luas tanahnya hampir meliputi 
setengah dari Desa Laikang  yang luasnya kisaran 140 Ha
63
. Untuk lebih jelasnya 
perhatikan tabel berikut 
Profil Desa Laikang 
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 Proposal Mobilitas dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Disnakertrans Profil UPT 
Laikang, 2005 
KEPENDUDUKAN SUMBER DAYA 
ALAM 
PERTANAHAN 
PENDUDUK 
ASLI 66 KK= 
214 JIWA 
PROFESI 
PETANI DAN 
PETERNAK 
POTENSI 
ALAM 
HAYATI DAN 
HEWANI 
SEPERTI 
PADI DAN 
TERNAK 
LUAS 
KESELURUHAN 
TANAH DESA 
LAIKANG 306 Ha 
Rincian –Tanah 
Hak Milik Warga 
166 Ha – Tanah 
Adat 140 Ha 
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Tahap selanjutnya setelah menerima hasil identifikasi awal ke dua profil desa yang 
berbeda tersebut Kementerian Transmigrasi membuat kerjasama dengan 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam melakukan pengadaan tanah untuk 
dijadikan Wilayah Pengembangan Transmigrasi, hal ini didasarkan pada 
Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Kepala BPN RI No. 
SKB: 114/MEN/1992, SK: 24 TAHUN / 1992  Tentang  Pencadangan  Tanah,  
Pengurusan dan Sertipikat Hak Atas  Tanah Lokasi Pemukiman Transmigrasi. 
Pada tahun 2000 pihak kantor pertanahan telah melakukan pengukuran 
terhadap tanah negara yang berada di Desa Punaga Kecamatan Magarabombang 
untuk dimohonkan SK HPL agar menjadi hak atas tanah yang berstatus HPL 
Transmigrasi yang dikuasai oleh Kementrian Transmigrasi. Hal ini dipertegas oleh 
wakil kepala kantor pertanahan Kabupaten Takalar, yang mengatakan bahwa 
“memang ada pencadangan lahan tahun 1999 dari SK Gubernur dan memang betul 
BPN telah melakukan pengukuran terhadap Desa Punaga namun tidak pada Desa 
Laikang. Jadi  sampai sekarang belum ada penerbitan SK HPL transmigrasi atas 
nama Kementerian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oleh karena itu pada tahun 
2007 Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan SK Nomor 1431/V/2007 tentang 
perpanjangan status pencadangan tanah di kedua Desa yang berada di Kecamatan 
Magarabombang tersebut. Meskipun status lahan pencadangan transmigrasi telah 
diperpanjang, namun bukan berarti status pencadangan tersebut telah menjadi alas 
hak di kedua Desa tersebut dikarenakan belum adanya pelepasan hak atas tanah hak 
milik warga yang berada di Desa Laikang dan belum di terbitkannya SK HPL 
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transmigrasi oleh BPN Pusat atau Menteri Agraria baik di Desa Punaga maupun 
Desa Laikang
64”. 
Meskipun SK HPL Transmigrasi belum di terbitkan oleh Kementerian 
Agraria yang berarti bahwa belum adanya kepemilikan sertifikat HPL Transmigrasi 
dan sudah dapat dipastikan bahwa kantor pertanahan tidak dapat menerbitkan 
sertifikat hak milik bagi transmigran. akan tetapi Kementerian Transmigrasi tidak 
menunggu dalam  waktu yang lama dan tetap melanjutkan program transmigrasi 
meskipun tidak mengindahkan prosedur yang di tetapkan oleh PP No 2 TAHUN 
1999  Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi,  yang terbukti di tahun 2005 dengan 
mengirimkan  55 Kepala Keluarga dari transmigran yang berasal dari daerah asal 
dan penduduk setempat di Kabupaten Takalar , dilanjutkan di tahun 2006 
Kementerian Transmigrasi kembali mengirimkan 51 Kepala Keluarga yang berasal  
dari Cilacap dan Lembang yang hanya bertahan selama 1 tahun kemudian di tahun 
2007 digantikan kembali oleh 91 Kepala Keluarga transmigran yang berasal dari 
daerah dan penduduk setempat serta di tahun 2008 jumlah transmigran kembali 
ditambahkan sebanyak 50 Kepala Keluarga Transmigran Yang berasal dari daerah 
dan penduduk kabupaten Takalar. Jadi secara bertahap penempatan transmigran 
sebanyak 4 kali yang dilakukan dalam kurung 4 tahun yang  total dari kepala 
keluarga  yang tetap bertahan di lokasi transmigrasi tersebut sebanyak 196 kepala 
keluarga yang semuanya berasal dari transmigran penduduk setempat dimana  
penempatannya berada diatas tanah negara yang seluas 300 Ha  yang setiap kepala 
keluarga diberikan 1,50 Ha yang terbagi menjadi “Lahan Pekarangan seluas 0,25 
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Ha, Lahan Usaha I seluas 1 Ha dan Lahan Usaha II seluas 0,25 Ha” yang di 
targetkan untuk perealisasian pemberian sertifikat hak milik atas tanah kepada 
transmigran di Desa Punaga. 
Tahap awal penempatan  transmigrasi di Desa Laikang   itu berjumlah  100 
kepala keluarga yang berasal dari  daerah Cilacap dan Lembang yang dikirim pada 
tahun 2006 yang penempatan transmigran asal luar tersebut bersamaan dilakukan di 
Desa punaga akan tetapi penempatan transmigran di Desa Laikang hanya dilakukan 
dalam satu tahap saja dan penempatan Lahan pekarangannya berada tepat di atas 
tanah yang di garap oleh masyarakat asli Desa Laikang seluas 60 Ha sedangkan 
Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II nya hampir  keseluruhan berada dia atas tanah 
Adat seluas 140 Ha milik ahli waris karaeng lombak, yang tanpa pernah pihak 
transmigrasi melakukan pelepasan hak baik dalam bentuk kompensasi di atas tanah 
hak milik warga maupun  recoqnasi untuk tanah adat karaeng lombak, sehingga 
membuat para transmigran asal Cilacap dan Lembang  tidak bertahan lama di atas 
tanah yang mereka tumpangi tersebut.  
Kementerian Transmigrasi tetap membangun sejumlah fasilitas di kedua 
desa seperti 294 unit rumah, 2 unit sekolah, 2 puskesmas pembantu, 2 rumah 
ibadah , 2 unit gudang  ,2 kantor UPT transmigrasi, balai  pertemuan warga, 
Lapangan olahraga, dan  perkuburan  yang dibangun di atas tanah negara yang 
berada di Desa Punaga dan di tanah hak milik warga serta tanah adat yang berada di 
Desa Laikang
65
, tanpa memperdulikan prosedur pelepasan hak dan pengadaan tanah 
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bagi transmigrasi yang sesuai dengan PP NO 2 THN 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Transmigrasi. 
 Pada awal tahun 2010 beberapa fasilitas di Desa Punaga dan Desa Laikang 
yang di bangun seadanya oleh Kementerian Transmigrasi perlahan-lahan mulai 
rusak, seperti rumah warga yang  awalnya berjumlah 294 unit berkurang hingga 
100 unit dikarenakan para transmigran dari Cilacap dan Lembang yang berada di 
Desa Laikang  meninggalkan  wilayah transmigrasi, ditambah lagi dengan keadaan 
yang diperburuk oleh kurangnya sumber air bersih bila musim kemarau tiba 
sehingga membuat para keluarga transmigran yang berasal dari desa setempat 
maupun yang pendatang yang berada di Desa Punaga  yang sejak dari awal sudah 
tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam  laut seperti rumput laut dikarenakan 
pesisir pantai telah di petak-petakan dan di kapling oleh warga asli dan tidak lagi 
dapat bercocok  tanam  di musim kemarau dikarenakan sawah yang ada di Desa 
Punaga adalah sawah tadah hujan, sehingga satu demi satu para warga  mulai 
meninggalkan wilayah transmigrasi dan mulai mencari pekerjaan diluar seperti 
menjadi kuli bangunan maupun berjualan dipasar agar tetap bisa bertahan hidup, 
dan bila musim penghujan datang mereka kembali menggarap lahan usaha yang 
mereka kuasai sejak tahun 2005 akan tetapi mereka sudah tidak tinggal lagi di 
rumah yang disediakan oleh pihak transmigrasi karena sudah tidak layak di huni 
sehingga mereka kembali kedaerah asal mereka yang tidak terlalu jauh dengan 
tanah garapan yang mereka kuasai karena berada dalam satu kabupaten. Dan terdata 
lebih dari 176 kepala keluarga transmigran yang berasal dari daerah dan penduduk 
setempat tidak lagi menempati rumahnya yang berada di wilayah transmigrasi desa 
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punaga  akan tetapi tetap menggarap lahan usaha yang seluas 1,25 Ha perkepala 
keluarga ditambah lagi mereka telah memiliki SPPT yang mereka bayar pajaknya 
setiap tahun. Yang menjadi faktor utama para transmigran meninggalkan wilayah 
transmigrasi yaitu Sertifikat Hak Milik yang dijanjikan oleh Kementerian 
Transmigrasi atas tanah di Desa Punaga dan Desa Laikang  tidak kunjung 
diterbitkan oleh pihak kantor pertanahan Kabupaten Takalar, karena ketidak jelasan 
prosedur pengadaan tanah sehingga membuat  beberapa transmigran semakin yakin 
untuk meninggalkan wilayah transmigrasi tersebut karena tidak lagi layak untuk 
mereka tinggali, meskipun hingga sekarang masih ada 20 Kepala keluarga yang 
tetap tinggal di wilayah transmigrasi Desa Punaga sedangkan di Desa Laiakang 
sudah tidak ada satupun transmigran pendatang yang masih bertahan
66
.  
Pada tahun 2014 sempat menjadi perhatian masyarakat Sulawesi Selatan 
bahwa sebuah Perusahaan PT Karya Insan Cirebon mengajukan proposal 
permohonan dan penguasaan lahan kepada pemerintah setempat untuk investasi di 
bidang industri pertambakan seluas 16 hektar di Desa Laikang kepada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Takalar. Hal tersebut kemudian di proses lebih lanjut secara 
administrasi, mengingat  tanah yang berada di Desa Laikang masih berstatus hak 
milik oleh warganya dan berhubung karena pihak Kementerian Transmigrasi belum 
pernah melakukan pembebasan tanah di Desa Laikang, maka oleh Sekertaris Desa 
dan Kepala Desa Laikang beserta Camat Magarabombang dalam hal ini sebagai 
PPAT menindak lanjuti proposal di Pemerintah Daerah dengan menerbitkan surat 
keterangan tanah beserta sporadik dan Bupati menindak lanjuti dengan 
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mengeluarkan izin prinsip untuk peralihan peruntukan lahan di Desa Laikang, yang 
awalnya sebagai zona pemukiman warga kemudian menjadi zona industri seluas 16 
hektar. Namun, hal ini masih dipersoalkan hingga ketahap penyelidikan kejaksaan 
provinsi dikarenakan hal tersebut telah menjadi sebuah kasus yang menurut  
“penyerobotan tanah negara” dalam hal ini yang di maksud adalah aset milik 
transmigrasi hingga negara mengalami kerugian
67
. 
 
B. Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Transmigrasi  
Pengadaan tanah untuk pembangunan wilayah transmigrasi dilaksanakan 
setelah melalui proses identifikasi mengenai potensi sumber daya alam, 
kependudukan dan pertanahan. Kemudian melakukan pencadangan tanah oleh 
pemerintah daerah tujuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Tanah yang telah dicadangkan ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Gubernur, dimana pencadangan tanah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan 
dan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi. 
Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi digunakan sebagai dasar dalam 
melihat tanah yang potensial dan menentukan peruntukan tanah, seperti 
pembangunan satuan pemukiman dan pembangunan prasarana dan sarana kawasan 
transmigrasi serta untuk  pengembangan investasi para calon transmigran. 
Selanjutnya dilakukan prosedur pengadaan tanah dengan melakukan 
identifikasi status tanah yang telah ditentukan sebagai pencadangan tanah 
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transmigrasi oleh SK Gubernur. Tanah/Kawasan yang akan dibangun harus jelas 
letak, luas  dan  batas  fisiknya  serta  berpotensi  untuk pengembangan usaha 
tani/jasa/industri  dan status tanah bebas dari masalah :  
- areal bebas dari tumpang tindih peruntukan pihak lain ;  
- adanya dukungan masyarakat setempat ;  
- didukung SK. Penetapan / Pencadangan dari Bupati/Walikota/ Gubernur.  
dan  kemudian berstatus HPL Transmigrasi 
 Tanah untuk wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi transmigrasi 
berasal dari tanah negara, tanah kawasan hutan dan tanah hak perorangan atau 
badan hukum serta  tanah hak ulayat. Status tanah-tanah tersebut bersyararat untuk 
dilakukan permohonan hak ataupun pelepasan hak untuk pengajuan permohonan 
SK HPL Transmigrasi. Berdasarkan status tanah dapat kita kelompokkan sebagai 
berikut ; 
a. Apabila status tanah pencadangan tersebut adalah tanah negara yang 
dikuasai langsung oleh negara yang berarti tidak ada satupun alas hak 
yang melekat di atas tanah tersebut. Maka pengajuan permohonan hak 
pengelolaannya langsung diajukan oleh Dinas Transmigrasi yang 
bertindak untuk dan atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
melakukan pengajuan permohonan hak pengelolaannya ditujukan  
kepada BPN (Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota). 
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b. Apabila status tanah pencadangan tersebut adalah tanah hak  
Perorangan/ Badan Hukum dan tanah hak ulayat maka dilakukan 
pelepasan hak dengan cara sebagai berikut ; 
- Jual Beli 
-  Tukar menukar 
- Kompensasi melalui Pembebasan Tanah(Pelepasan Hak) dan 
Pencabutan Hak 
-  dan Tanah hak ulayat melalui recoqnisi  
kemudian Dinas Transmigrasi bertindak untuk dan atas nama Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi melakukan pengajuan permohonan hak pengelolaannya kepada 
Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota). 
c. Apabila status tanah pencadangan tersebut adalah Tanah Kawasan 
Hutan di dahului dengan pelepasan kawasan hutan tersebut dengan 
instansi terkait,  kemudian Dinas Transmigrasi bertindak untuk dan atas 
nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengajuan 
permohonan hak pengelolaannya kepada Badan Pertanahan Nasional 
(Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota). 
Selanjutnya  Kantor Pertanahan (Kabupaten/Kota) menerbitkan SK HPL atas nama 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kemudian didaftarkan untuk Sertipikat 
HPL Transmigrasi kepada kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kemudian 
dilanjutkan dengan pengecekan syarat clean and clear penerbitan SK HPL oleh 
Transmigrasi di Kementerian Agraria apabila syarat tidak diterima maka pihak 
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dinas transmigrasi kembali melakukan evaluasi untuk memenuhi syarat tersebut 
dan apabila diterima maka tahap selanjutnya penerbitan sertifikat HPL 
Transmigrasi dan Setelah sertifikat HPL transmigrasi terbit maka ditingkat 
kabupaten melakukan ukur bagi lahan untuk para transmigran. dan secara simultan 
Bupati menetapkan Transmigran yang berhak untuk memperoleh tanah yang telah 
diukur. 
Dinas Transmigrasi Kabupaten mengusulkan permohonan penerbitan 
Sertifikat Hak Milik Tanah dan mengajukan pengukuran Kadastral kepada Kantor 
Pertanahan Kabupaten. Disamping itu, Kementerian Tansmigrasi wajib melakukan 
pengamanan dengan mengukur keliling HPL dan memasang tanda batas HPL, 
Tahap-Tahap pesertipikatan Hak Milik Transmigrasi, ialah: 
1. Penyuluhan mengenai  
-penjelasan program  
-tujuan serta manfaat  
-persyaratan permohonan  
-obyek, subyek Transmigran dan kewajiban peserta 
2. Pengumpulan data yuridis  
- Identifikasi subyek dan obyek 
- Penelitian berkas 
- Bukti atas hak 
3. Pengukuran bidang tanah  
- Penetapan batas bidang tanah  
- Sesuai tanda batas 
4. Sidang Panitia  
- Memeriksa dan melengkapi data yuridis dan fisik baik dilapangan 
maupun di kantor  
5. Pengukuran kembali bidang tanah 
- Risalah pengelolaan data 
- Menerbitkan surat keputusan  
6. Penerbitan sertipikat 
- Pembuatan Buku tanah 
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- Penerbitan sertipikat Hak Milik bagi warga transmigrasi  
Secara bersamaan Dinas  Transmigrasi  dan  Kantor  Pertanahan Kabupaten 
membagikan  Sertipikat  Hak  Milik kepada Transmigran. Tugas akhir dari Dinas 
Transmigrasian  dengan Kantor Pertanahan adalah melakukan pengukuran batas 
administrasi  UPT  sebagai  salah  satu  syarat dokumen pengakhiran status. Untuk 
lebih jelasnya silahkan melihat bagan 1 dan bagan 2 beserta penjelasan dan 
keterangan prosedur yg sesuai dengan PP NO 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 
Transmigrasi. 
 
 
 
 
                     PENCADANGAN              TANAH 
  
 
 
 
 
 
1. TANAH YANG POTENSIAL DAN DIUSULKAN UNTUK TANAH 
GARAPAN. 
2. TANAH YANG POTENSIAL DAN DIUSULKAN UNTUK 
PEMBANGUNAN SATUAN PEMUKIMAN. 
3. TANAH YANG POTENSIAL DAN DIUSULKAN UNTUK 
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN 
TRANSMIGRASI. 
4. TANAH YANG POTENSIAL DAN DIUSULKAN UNTUK 
PENGEMBANGAN INVESTASI TRANSMIGRAN. 
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PEMBENTUKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN YANG BERACUAN 
KEPADA HASIL IDENTIFIKASI 
63 
 
BAGAN 1, Tahap perencanaan kawasan transmigrasi 
Penjelasan bagan pertama 
1. Diawali dengan di tingkat kabupaten melakukan identifikasi calon 
lokasi, perencanaan dan hasil identifikasi potensi sumber daya alam, 
kependudukan dan status hukum pertanahan. Dimana untuk lahan 
transmigrasi harus sejalan dengan tata ruang wilayah baik itu Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) maupun Rencana Tata 
Ruang Kabupaten/Kota (RTRWK). Kemudian di tingkat Provinsi 
melakukan pengajuan terhadap Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi(selanjutnya disingkat Kementerian Transmigrasi), di 
tingkat pusat melakukan identifikasi status dan penggunaan tanah. 
Apabila data potensi ini sudah diperoleh, selanjutnya ditetapkan 
sebagai calon lokasi untuk pembangunan transmigrasi melalui 
rekomendasi atau penetapan Bupati/Gubernur; Sebagaimana bunyi 
dari Pasal 5 PP NO 3 THN 2014 bahwa : Kawasan Transmigrasi 
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. 
Maka setelah proses tersebut dilakukanl langkah pengadaan tanah, 
kemudian di ikuti dengan di keluarkannya Surat Keputusan 
(selanjutnya disingkat SK )oleh Pemerintah Provinsi maupun 
Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Pasal 15 PP NO 3 THN 2014 
yang berbunyi:  
1) Penyediaan tanah untuk pembangunan Kawasan 
Transmigrasi dilaksanakan melalui proses Pencadangan 
Tanah oleh pemerintah daerah tujuan. 2) Pencadangan 
Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) 
Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. 
4) Dalam hal tanah yang dicadangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dalam 2 (dua) 
atau lebih wilayah kabupaten/kota, Pencadangan Tanah 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
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Bagan Kedua. Tahapan Pengadaan Tanah 
2. Tahap selanjutnya Kementerian Transmigrasi membuat kerjasama dengan 
Kementerian Agraria dalam melakukan penyediaan lahan Untuk dijadikan 
Wilayah Pencadangan Transmigrasi, sesuai dengan Surat Keputusan 
IDENTIFIKASI STATUS 
TANAH YANG TELAH 
DITETEAPKAN OLEH SK 
PENCADANGAN TANAH 
TANAH NEGARA PERMOHONAN HAK TANAH 
TANAH 
HAK 
PERORANGAN/BADAN 
HUKUM 
JUAL BELI 
TUKAR MENUKAR 
PELEPASAN HAK 
PENCABUTAN HAK 
HAK 
ULAYAT 
PERDA RECOQNISI 
 
KOMPENSASI 
TANAH KAWASAN HUTAN 
PELEPASAN KAWASAN HUTAN 
PENDAFTARAN HPL 
PENGUKURAN 
KADASTRAL 
CLEAN AND CELAR 
PERSYARATAN HPL 
PENENTUAN PENERIMA 
SERTIFIKAT HAK MILIK 
SERTIFIKAT HAK 
MILIK ATAS NAMA 
TRANSMIGRAN 
SERTIFIKAT HPL 
 
2 
3 4 
5 
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Bersama  Menteri  Transmigrasi  dan  Kepala  BPN  RI No. SKB 
:114 / MEN /1992,  SK: 24 TAHUN / 1992  Tentang  Pencadangan  Tanah, 
 Pengurusan  dan  Sertipikat Hak Atas  Tanah  Lokasi Pemukiman 
Transmigrasi,  kemudian dilakukan prosedur permohonan dan pelepasan 
hak secara kompensasi, recoqnasi ataupun pelepasan kawasan hutan. 
Berdasarkan status tanah yang akan dijadikan wilayah pengembangan 
transmigrasi untuk memperoleh SK Hak Pengelolaan Transmigrasi 
(selanjutnya disingkat HPL Transmigrasi), dimana tanah yang akan 
digunakan dapat dikelompokkan dan diatur  sebagaimana yg dimaksud 
dalam Pasal 18,19, 20, 21, 25, dan 26 PP NO 3 THN 2014  yg berasal dari: 
a. tanah negara; 
b. tanah hak; dan/atau 
c. tanah masyarakat hukum adat. 
Pasal 19 
(1) Tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang 
langsung dikuasai oleh negara dan tidak dilekati oleh sesuatu hak atas tanah, 
dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang 
berstatus kawasan hutan, dilakukan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3)  Berdasarkan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
66 
 
Pasal 20 
Tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa: 
a. tanah hak perorangan;  
b. tanah hak badan hukum. 
c. tanah masyarakat hukum adat 
Pasal 21 
(1) Tanah hak perorangan atau tanah hak badan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 didahului dengan pembebasan tanah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Tanah yang telah dilakukan pembebasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Pasal 25  
Tanah yang telah dibebaskan dilakukan pengurusan Hak Pengelolaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 26  
Pengurusan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 
21, Pasal 22, dan Pasal 25 menjadi tanggung jawab Kementerian 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja. 
3. Tahap selanjutnya setelah memenuhi clean and clear persyaratan untuk 
memperoleh SK HPL Atas Nama Kementerian Transmigrasi, selanjutnya 
didaftarkan untuk Sertifikat HPL Transmigrasi. Ditingkat kabupaten 
melakukan pengukuran bersama pihak kantor pertanahan berdasarkan Pasal 
53 Perkaban Nomor 4 Tahun 2006. Kantor Pertanahan mempunyai fungsi 
pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan 
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pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi 
tanah, dan secara simultan Bupati menetapkan Transmigran yang akan 
memperoleh lahan yang telah diukur. 
4. Selanjutnya menunggu apakah persyaratan penerbitan sertifikat HPL 
Transmigrasi diterima atau tidak jika tidak diterima  kembali melakukan 
evaluasi syarat apa yang harus dipenuhi dan jika diterima maka Dinas 
Transmigrasi Kabupaten mengusulkan permohonan penerbitan Sertifikat 
Hak Milik Tanah dan mengajukan pengukuran Kadastral kepada Kantor 
Pertanahan Kabupaten. Disamping itu, Kementerian Transmigrasi wajib 
melakukan pengamanan dengan mengukur keliling HPL dan memasang 
tanda batas HPL Transmigrasi. 
5. Berdasarkan hasil ukur Kadastral akan diterbitkan SK  Hak  Milik  Tanah  
oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak 
Milik. Secara bersamaan dinas yang membidangi ketransmigrasian  dan  
Kantor  Pertanahan Kabupaten  membagikan  Sertifikat  Hak  Milik. kepada 
Transmigran. Tugas akhir dari dinas yang membidangi  ketransmigrasian  
terkait  dengan pertanahan adalah melakukan pengukuran batas administrasi 
Unit Pelaksana Teknis (selanjutnya disingkat UPT ) sebagai  salah  satu  
syarat dokumen pengakhiran status. 
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C. Fenomena Tanah Transmigrasi dan Status Hukum Tanah Bekas Milik 
Transmigrasi di Kabupaten Takalar 
 
Fenomena tanah transmigrasi di Kabupaten Takalar  berawal  dari hasil 
identifikasi pertama mengenai status hukum tanah sebelum dimulainya program 
transmigrasi, dibarengi dengan berjalannya identifikasi potensi sumber daya alam 
yang ada pada kedua desa yang dijadikan perencanaan kawasan transmigrasi dan 
ditambahkan dengan identifikasi kependudukan yang berada di kedua desa tersebut, 
untuk dijadikan acuan dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota secara khusus 
dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi secara umum.  
Sangat disayangkan karena pada faktanya hasil identifikasi Sumber daya alam 
laut yaitu ikan dan budidaya rumput laut di Desa Punaga tidak dapat menjadi mata 
pencaharian  para transmigran  baik yang pendatang ataupun penduduk setempat 
dikarenakan minimnya pengetahuan dan pengalaman transmigran untuk melaut 
maupun melakukan budidaya rumput laut yang sepanjang pesisir pantai telah 
dikuasai oleh warga asli setempat, dan belum lagi penempatan para transmigran 
berada diatas tanah negara yang jenis dan kondisi tanahnya tidak mungkin 
digunakan untuk bercocok tanam karena tingkat kandungan airnya sangat rendah 
dan sumber airnya baik yang digunakan untuk bercocok tanam maupun untuk 
keperluan air bersih sehari-hari bergantung terhadap curah hujan sebagai satu-
satunya sumber air karena daerah tersebut tidak dilalui jalur  irigasi ataupun sungai 
dan sangat dekat jaraknya dari pesisir laut, sehingga dalam identifikasi sumber daya 
alam yang akan dikelola para transmigran baik yang pendatang ataupun 
transmigran yang berasal dari daerah dan penduduk setempat pada Desa Punaga 
tidak memungkinkan melangsungkan hidupnya dikawasan transmigrasi dan 
dibuktikan dengan beranjaknya 51 kepala keluarga transmigran pendatang dari 
Cilacap dan Lembang di tahun 2007-2008 dan disusul dengan beranjaknya juga 
para kepala keluarga sebanyak 176 kk dari transmigran yang berasal dari daerah 
dan penduduk setempat. Sedangkan pada Desa Laikang memiliki tingkat kepadatan 
penduduk yang cukup tinggi sebanyak 60 Kepala Keluarga yang berjumlah 214 
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jiwa, dan ke dua Desa tersebut memiliki akses yang sangat sulit terhadap kota 
kabupaten maupun wilayah yang sedang berkembang karena harus ditempuh 
dengan waktu 1 setengah jam sampai 2 jam untuk sampai ke kota ataupun wilayah 
berkembang. 
Hal ini menarik perhatian penulis dikarenakan mengapa hasil identifikasi awal 
oleh Pemerintah Kabupaten Takalar tersebut tetap dijadikan acuan RTRWK untuk 
menjadikan Desa Punaga dan Desa Laikang Kecamatan Magarabombang 
Kabupaten Takalar menjadi wilayah pengembangan transmigrasi, yang 
perencanaan dan hasil identifikasi potensi untuk kawasan perencanaan transmigrasi 
yang sangat tidak memungkinkan untuk meningkatkan taraf hidup para 
transmigran, selain juga harus sejalan dengan tata ruang wilayah, kawasan tersebut  
harus juga memenuhi syarat sesuai bunyi dari Pasal 13 Ayat 1 dan 2 PP NO 2 
TAHUN 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi yang menjadi payung 
hukum pada saat awal program transmigrasi di Kabupaten Takalar dilaksanakan di 
tahun 2005, yang berbunyi sebagai berikut : 
1. Kawasan yang diperuntukkan sebagai rencana Wilayah Pengembangan 
Transmigrasi harus sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah / Daerah.  
2. Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi tersebut juga harus 
memenuhi syarat :  
1. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai produk 
unggulan yang memenuhi skala ekonomis;  
2. Mempunyai kemudahan hubungan dengan kota atau wilayah yang 
sedang berkembang; 
 3. Tingkat kepadatan penduduk masih rendah”. 
 
 Fakta yang lebih menarik lagi hasil identifikasi yang tidak memenuhi syarat 
tersebut tetap diajukan oleh pemerintah Kabupaten Takalar yang mendapat 
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tanggapan baik oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang menyepakati rencana Bupati 
Takalar dengan melakukan  pengajuan terhadap Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi agar melakukan peninjauan terhadap syarat awal yang telah dipenuhi 
oleh Pemerintah Daerah Takalar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang 
sesuai dengan bunyi  Pasal 14 dan 15 PP NO 2 Thn 1999 Tentang Penyelenggaraan 
Transmigrasi, yang berbunyi bahwa ; 
Pasal 14 
[1] Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kawasan yang memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai rencana Wilayah 
Pengembangan Transmigrasi. 
[2] Berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah, Menteri dapat menetapkan 
kawasan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi.  
[3] Pengalokasian kawasan dan persetujuan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur .  yang juga 
sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi pada saat itu.  
 
Pasal 15   
Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 14 ayat (1) oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan diusulkan 
kepada Menteri disertai data hasil identifikasi  wilayah yang meliputi 
kondisi fisik, penduduk dan sosial ekonomi wilayah, potensi ekonomi, 
prasarana dan sarana, analisis serta prospek perkembangannya.  
 
Sehingga pada tahun 1999 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan SK 
NO 14 12/XII/ 1999 menetapkan bahwa Desa Punaga dan Desa Laikang 
Kecamatan Magarabombang sebagai  Lahan Pencadangan Transmigrasi seluas  600 
Ha dan diperpanjang di tahun 2007 oleh SK NO 1431/V/2007 untuk perpanjangan 
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pencadangan tanah diterbitkan dua tahun setelah program transmigrasi dimulai di 
tahun 2005. 
 Tahap selanjutnya  Kementerian Transmigrasi melakukan prosedur 
pengadaan tanah yang berbentuk Permohonan atas tanah negara ataupun Pelepasan 
Hak Atas Tanah yang berada di Desa Punaga dan Desa Laikang yang sesuai dengan 
status alas hak tanah di kedua desa tersebut baik itu yang berstatus tanah negara 
bebas, tanah hak perorangan/badan hukum, dan tanah adat sebelum dialihkan 
menjadi Hak Pengelolaan Transmigrasi. Meskipun memahami hal ini tidak 
mungkin dilakukan akan tetapi seakan-akan pihak Kementerian Transmigrasi 
menutup mata dari hasil identifikasi sumber daya alam, pertanahan, dan 
kependudukan yang faktanya dilapangan tidak dapat dijadikan wilayah 
pengembangan transmigrasi. Akan tetapi Kementerian Transmigrasi tetap 
menjalankannya dengan optimis yang   dilandasi  Bab V dalam PP No 2 Tahun 
1999 yang mengatur tentang Pengadaan Tanah transmigrasi , yang berbunyi:  
 
Pasal 28 
 Tanah untuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi 
Permukiman Transmigrasi berasal dari tanah negara dan atau tanah hak. 
 
 
 Pasal 29  
[1] Perolehan tanah untuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi 
Permukiman Transmigrasi yang berasal dari kawasan hutan, didahului 
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dengan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
[2] Pembukaan area untuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan 
Lokasi Permukiman Transmigrasi yang berasal dari kawasan hutan dapat 
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi yang 
bertanggung jawab di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
 
Pasal 30  
[1] Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman 
Transmigrasi yang berasal dari tanah negara yang dikuasai langsung oleh 
negara, permohonan hak pengelolaannya diajukan langsung oleh Menteri. 
[2] Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman 
Transmigrasi yang berasal dari tanah hak dapat diperoleh dengan cara 
rekoqnisi atau kompensasi.  
[3] Terhadap permohonan Hak Atas Tanah yang telah diperoleh 
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden atau keputusan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) 
diberikan Hak Pengelolaan.  
[4] Rekoqnisi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diberikan untuk hak atas tanah dan benda-benda lain di atasnya. 
 
Penjelasan Umum  pasal 2 ayat (4) dalam UUPA , disebutkan bahwa atas 
dasar Hak Menguasai Negara atas tanah tersebut negara dapat memberikan dalam 
suatu hak pengelolaan kepada badan-badan pemerintah/pemerintah daerah, sekedar 
diperlukan untuk keperluan usahanya dan tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Sebagai bentuk 
pendelegasian kewenangan. Inilah yang menjadi dasar hukum pengajuan 
permohonaan HPL Ttransmigrasi oleh Kementerian Transmigrasi. Lalu kemudian 
73 
 
Kementerian Transmigrasi membuat kerjasama dengan Kementerian Agraria dalam 
melakukan pengadaan tanah Untuk dijadikan Wilayah Pengembangan Transmigrasi 
yang nantinya akan beralih statusnya menjadi  HPL Transmigrasi, sesuai dengan 
Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Kepala BPN RI No. 
SKB:114/MEN/1992,SK:24TAHUN/1992 Tentang Pencadangan Tanah, Pengurusan 
dan Sertipikat Hak Atas Tanah Lokasi Pemukiman Transmigrasi. 
Kementerian Transmigrasi tetap melanjutkan langkah  untuk pemenuhan 
persyaratan clean and clear  HPL dengan bekerjasama dengan Badan Pertanahan 
untuk mengumpulkan keterangan mengenai Tanah yang meliputi :  
-Status Tanah Letak,  
- Pengukuran luas batas (Peta jumlah Bidang)  
-Bukti Pemilikan dan atau Bukti perolehan tanah: Sertipikat Penyerahan Akta 
Pelepasan tanah bekas hak milik  atau Bukti Perolehan lainnya. 
-Jenis Tanah. Keterangan lain yang dianggap perlu, (PMNA/KBPN No. 9 Tahun 
1999) Syarat Permohonan Hak Pengelolaan (HPL)  
Salah satu yang menjadi fungsi dari Kantor Pertanahan untuk melakukan 
pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan bidang Berdasarkan Pasal 53 
Perkaban Nomor 4 Tahun 2006.  
Pada tahun 2000 pihak BPN telah melakukan pengidentifikasian status 
tanah dan pengukuran tahap awal untuk permohonan terhadap tanah negara yang 
berada di Desa Punaga Kecamatan Magarabombang untuk permohonan langsung 
74 
 
kepada Kementerian Agraria agar  tanah yang berasal dari tanah negara  tersebut 
dapat menjadi tanah yang berstatus Hak Pengelolaan Transmigrasi yang tentunya 
dengan menerbitkan sertifikat HPL Transmigrasi melalu pemenuhan syarat oleh 
Kementerian Transmigrasi. Hal ini dipertegas oleh wakil kepala BPN  Kabupaten 
Takalar, yang mengatakan bahwa “memang betul pada tahun 2000 BPN telah 
melakukan identifikasi melalui pengukuran terhadap luas tanah yang akan di 
lakukan permohonan  hak di Desa Punaga namun  pada Desa Laikang  telah 
dilakukan pengukuran untuk mengetahui berapa luas yang akan di lepaskan haknya 
tapi sampai sekarang belum ada pelepasan hak dengan memberikan kompensasi 
ataupun ganti rugi  di Desa Laikang  karena itu status tanah masih hak milik warga, 
sampai sekarang belum ada juga Penerbitan Surat Keputusan HPL Transmigrasi 
atas nama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Kementerian Agraria 
sehingga tanah di Desa Punaga masi berstatus tanah negara dan di Desa Laikang 
masih berstatus tanah hak milik yang terdaftar di  Kantor Pertanahan Kabupaten 
Takalar”68. Walaupun  pengiriman  transmigran telah dimulai sejak tahun anggaran 
2005-2006 dan ditempatkan diatas tanah yang statusnya belum  menjadi tanah aset 
transmigrasi  karena belum terbitnya sertifikat HPL Transmigrasi yang disebabkan 
tidak terpenuhinya syarat clean and clear dan meskipun SK  pencadangan tanah 
transmigrasi telah diperpanjang di tahun 2007, namun hal ini lantas tidak membuat  
status lahan pencadangan tanah tersebut telah menjadi dasar hukum akan alas hak 
atas tanah baik di Desa Punaga maupun di Desa Laikang. dikarenakan belum 
adanya permohonan hak atas tanah negara yang berada di Desa Punaga dan 
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pelepasan hak atas tanah hak milik warga serta tanah adat milik ahli waris karaeng 
lombak yang berada di Desa Laikang yang di perkuat dengan belum di terbitkannya 
Surat Keputusan HPL Transmigrasi oleh Menteri Agraria untuk Desa Punaga 
maupun Desa Laikang.  Sehingga  tanah yang berada di Desa Punaga Kecamatan 
Magarabombang masi berstatus tanah negara sedangkan Desa Laikang masi 
berstatus tanah hak milik dan tanah adat, meskipun telah ditunjuk sebagai tanah 
pencadangan trasmigrasi melalui SK Gubernur akan tetapi belum dapat dijadikan 
dasar akan alas hak atas tanah, bahwa tanah tersebut telah dapat digunakan untuk 
program transmigrasi, karena SK lahan pencadangan tanah transmigrasi tidak 
termasuk sebagai alas hak atas tanah serta belum memberikan kepastian hukum 
namun hanya sebatas bentuk perencanaan tahap awal 
69
.  
Pihak Kementerian Transmigrasi tidak pernah  melakukan permohonan dan 
pelepasan hak dan itu berarti permohonan SK HPL Transmigrasi  tidak pernah 
terpenuhi syarat clean and clearnya sehingga tidak akan pernah dapat menerbitkan 
Sertifikat HPL sebagai syarat selanjutnya untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik 
bagi transmigran melalui prosedural yang telah ditetapkan oleh PP NO 2 THN 1999 
Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi yang berlaku pada saat program 
transmigrasi di Kabupaten Takalar dijalankan di tahun 2005. Jadi yang akan 
menjadi sebuah pertanyaan inti bagi fenomena tanah transmigrasi ini iallah, apakah 
pengadaan tanah untuk transmigrasi di Kabupaten Takalar itu sesuai dengan 
mekanisme yang telah di tetapkan  PP NO 2 1999 Tentang penyelenggaraan 
transmigrasi , untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan bagan ini. 
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   SK PENCADANGAN TANAH            PENDAFTARAN HPL 
 
  TETAP DILAKUKAN PENCADANGAN             PENDAFTARAN HPL  
    
TETAP DILAKUKAN PENCADANGAN  
               
        
  PENENTUAN PENERIMA SERTIFIKAT HAK MILIK 
 
KETERANGAN BAGAN 
 
 
 TERHENTINYA MEKANISME 
 
PENJELASAN BAGAN  
1.Tahap awal identifikasi , potensi sumber daya alam , pertanahan dan 
kependudukan, kemudian dibatlah SK Pencadangan tanah 
1 2 3 
4 5 
1,1 2,1 3,1 
1,2 2,2 
DESA 
LAIKANG 
DESA 
PUNAGA 
MEKANISME 
IDEAL 
SERTIFIKAT HPL 
DAN HAK MILIK 
TRANSMIGRASI 
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(1,1) Pada bagan ini dapat kita lihat proses identifikasi awal pada desa 
punaga terdapat masalah pada sumber daya alam yang akan dijadikan mata 
pencaharian dikarenakan telah dikuasai oleh para penduduk asli seperti 
rumput laut dan terbatasnya sumber air bersih  
(1,2) Pada bagan ini dapat kita lihat bahwa pada saat identifikasi awal di 
desa laikang terdapat masalah pada jumlah penduduk yang cukup tinggui di 
desa tersebut dan akses menuju kota ataupun wilayah berkembang butuh 
waktu selama satu setengah jam hingga dua jam yang sangat sulit untuk 
diakses. 
2. Pemenuhan syarata clean and clear Sk HPL, yaitu melengkapi SK gubernur 
tentang pencadangan tanah, pencadangan tanah dengan mengidentifikasi 
status tanah,  pengukuran luas tanah, menerima sertifikat penyerahan akta 
tanah bagi tanah hak milik ataupun tanah adat dan identifikasi tanah dan 
rencana penggunaan, lalu kemudian di daftarkan di kantor pertanahan dan di 
teruskan ke kementerian agraria dan tata ruang. 
(2,1) Meskipun terdapat masalah pada tahap awal identifikasi kementerian 
transmigrasi tetap melanjutkan program transmigrasi , yang terbukti pada 
desa punaga telah dilakukan pemenuhan syarat clean and clear yaitu 
identifikasi status tanah bahwa tanah tersebut adalah tanah negara, 
pengukuran luas tanah yang dilakukan di tahun 2000, dan telah 
mengidentifikasi jenis tanahnya. Kemudian dilanjutkan untuk di daftarkan 
sertifikat hplnya. 
78 
 
(2,2) Sama halnya dengan yang terjadi pada desa punaga, bahwa pada desa 
laikang kementerian transmigrasi tetap juga bersikukuh untuk melanjutkan 
program transmigrasi dengan berusaha melakukan pemenuhan syarat clean 
and clear penerbitan sertifikat hak milik, dengan melakukan pengukuran, 
mengidentifikasi jenis tanah, namun upaya ini terhenti pada saat akan 
dilakukan pelepasan hak atas tanah milik warga dan pada ahli waris tanah 
adat karaeng Lombak. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya 
sertifikat penyerahan akta tanah dari warga desa laikang, sehingga pada 
desa laikang mekanismenya berhenti pada tahap ini. 
3. Penerbitan sertifikat hpl atas nama Kementerian Transmigrasi, jika syarat 
clean and clearnya terpenuhi dan apabila syarat tidak terpenuhi maka tidak 
akan diterbitkan sertifikat. 
(3,1) Sangat disayangkan pada desa punaga yang telah dipenuhi syarat clean 
and clear sertifikat hplnya hingga saat ini belum diterbitkan sertifikat hpl 
Transmigrasi oleh Kementarian Agraria hal ini dipertegas oleh pernyataan 
bapak Alief Raja SH sebagai Wakil Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Takalar. 
4. Pengukuran kadastral, dimana tanah hpl transmigrasi tersebut akan 
dibagikan menjadi tanah hak milik warga sembari menentukan penerima 
sertifikat hak milik. 
5. Pemberian sertifikat hak milik atas tanah untuk transmigran. 
Maka untuk kedua desa tersebut haruslah jelas pemaparan fakta dilapangan 
akan  hasil identifikasi awal sumber daya alam, pertanahan, dan kependudukan 
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yang sebenarnya terjadi di kawasan perencanaan lokasi transmigrasi tersebut 
sebagaimana yang ditemukan oleh penulis bahwa di Desa Punaga terdapat masalah 
pada kesedian sumber daya alam yang dapat di kelola untuk  dijadikan sumber mata 
pencaharian  para transmigran dan sumber air bersih yang terbatas baik itu untuk 
bercocok tanam maupun keperluan sehari-hari sedangkan pada Desa Laikang 
bermasalah pada pengadaan tanah yang dilakukan melalui pelepasan hak milik atas 
tanah warga maupun tanah adat karaeng lombak dan identifikasi mengenai 
kependudukan yang jumlah para penduduk asli sudah sangat cukup tinggi. 
Terkhusus pada Desa Punaga prosedur persyaratan yang harus ditempuh 
untuk pengalihan status hak tanah negara menjadi HPL Transmigrasi yang  berada 
di Desa Punaga dilakukan sesuai dengan ayat 1 dan Pasal 30  PP NO 2 THN 1999 
yang berbunyi :  
[1] Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman 
Transmigrasi yang berasal dari tanah negara yang dikuasai langsung oleh 
negara, permohonan hak pengelolaannya diajukan oleh Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi. 
 Sebelum melakukan pengajuan permohonan HPL  di Desa Punaga pihak 
penyedia tanah transmigrasi haruslah bekerjasama dengan Kantor Pertanahan untuk 
mengumpulkan keterangan mengenai Tanah yang meliputi prosedural yang telah 
ditetapkan oleh aturan yang berlaku. Sebagaimana persyaratan pengajuan 
pendaftaran surat keputusan HPL Transmigrasi. Hal-hal yang harus dilengkapi dari  
Kementerian Transmigrasi untuk diajukan ke kantor Pertanahan Kabupaten 
Takalar, meliputi sebagai berikut: 
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1. SK Gubernur tentang penetapan wilayah pencadangan transmigrasi yang telah 
dilakukan identifikasi. 
2. Keterangan mengenai Tanah yang meliputi :  
-Status Tanah Letak,  
- Pengukuran luas batas (Peta jumlah Bidang)  
-Bukti Pemilikan dan atau Bukti perolehan tanah: Sertipikat Penyerahan Akta 
Pelepasan tanah bekas hak milik  atau Bukti Perolehan lainnya. 
3. Jenis Tanah. Rencana penggunaan , Keterangan lain yang dianggap perlu, 
(PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999) Syarat Permohonan Hak Pengelolaan (HPL)  
Pada faktanya meskipun ketiga syarat tersebut telah di penuhi oleh 
Kementerian Transmigrasi untuk Desa Punaga akan tetapi SK HPL Transmigrasi 
hingga sekarang belum juga diterbitkan oleh Kementerian Agraria. Hal ini 
dipertegas dengan pernyataan Wakil Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar  
bahwa ”sampai sekarang belum ada penerbitan SK HPL Transmigrasi atas nama 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh pusat sehingga tanah di Desa 
Punaga masi berstatus tanah  negara dan di Desa Laikang masi berstatus tanah hak 
milik yang terdaftar di Kantor Pertanahan  Kabupaten Takalar meskipun telah 
ditetapkan sebagai lahan pencadangan oleh SK Gubernur”70. 
Berbeda dengan Desa Laikang,  Kementerian Transmigrasi harus 
melakukan pelepasan hak terlebih dahulu baik itu dalam bentuk kompensasi, yaitu 
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jual beli atau tukar menukar atas tanah hak milik para warga Desa Laikang atau 
tanah adat karaeng lombak yang masih memiliki ahli waris yang akan didaftarkan 
untuk SK  HPL Transmigrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. Sesuai 
yang  tertulis pada ayat 2 dan 4 Pasal 30  PP NO 2 THN 1999 yang berbunyi: 
[2]Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman 
Transmigrasi yang berasal dari tanah hak dapat diperoleh dengan cara 
kompensasi. 
[4] kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk 
hak atas tanah dan benda-benda lain di atasnya. 
 
Akan tetapi sangat disayangkan tidak sejengkal tanah pun di Desa Laikang 
yg pernah dibebaskan oleh penyelenggara transmigrasi untuk dijadikan sebagai aset 
transmigrasi. Oleh karena itu, dalam prosedur pelepasan hak milik atas tanah warga 
sebagai persyaratan pengajuan HPL Transmigrasi kepada Kementerian Agraria. 
pada Desa Laikang pihak penyedia tanah transmigrasi tidak melakukan pelepasan 
hak kepada para warga yang mempunyai hak milik atas tanah dan tanah adat yang 
berada di desa tersebut hal ini dibuktikan dengan kepemilikan warga atas rincik, 
sertipikat hak milik dan tanah garapan (SPPT), keadaan ini juga diperkuat oleh 
pernyataan  Muhammad Kasim  sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) Desa Laikang ” Bahwa tanah di Laikang adalah sah milik dan dikelolah oleh 
warga laikang dengan dasar kepemilikan seperti sertipikat hak milik, rincik dan 
tanah garapan/SPPT
71
. Hal lainnya bahwa sampai sekarang surat penyerahan tanah 
dari warga tidak pernah ditemukan, meskipun tanah di Desa Laikang masih menjadi 
                                                          
71 Muhammad Kasim , Wawancara, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Laikang,  
18January 2017 
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tanah yang di ditunjuk sebagai lahan pencadangan transmigrasi sesuai SK Gubernur 
Tahun 1999 tentang pencadangan lahan transmigrasi dan SK Gubernur tahun 2007 
tentang  perpanjangan status lahan  pencadangan transmigrasi. 
Lahan pencadangan bukanlah  merupakan alas hak atas suatu tanah, tetapi 
hanya menjadi dasar untuk melakukan langkah-langkah persiapan seperti  
identifikasi potensi, perencanaan, dan identifikasi status pertanahan serta 
penyelesaiaan pengadaan  tanah untuk dipersiapkan melakukan pemenuhan syarat  
pendaftaran HPL Transmigrasi oleh Kementerian Transmigrasi ke Kantor 
Pertanahan Kabupaten Takalar agar selanjutnya dapat  diajukan kepada 
Kementerian Agraria agar di terbitkan  SK HPL Transmigrasi yang kemudian akan 
dilanjutkan dengan penerbitan Sertifikat HPL Transmigrasi yang menjadi langkah 
awal dalam persiapan  penerbitan Sertifikat Hak Milik bagi transmigran 
72
. Namun 
dikarenakan tanah di Desa Laikang tersebut tidak pernah dilakukan pembebasan 
tanah ataupun pelepasan hak  dan pada Desa Punaga hingga sekarang para 
transmigran belum menerima sertifikat hak miliknya yang berarti kedua desa 
tersebut bermasalah dari tahap awal identifikasi dan pemenuhan syarat clean and 
clear untuk penerbitan SK HPL Transmigrasi maka ke dua wialayah pengembangan 
transmigrasi tersebut tidak pernah dapat diterbitkan Sertifikat HPL Transmigrasinya 
sehingga para transmigran tidak akan pernah dapat diberikan sertifikat hak milik. 
Hal ini diperkuat dengan adanya surat Kantor Wilayah BPN Prov Sulawesi Selatan 
yg menerangkan bahwa tanah transmigrasi Desa Laikang dan Desa Punaga belum 
ada surat keterangan penerbitan HPL Transmigrasinya baik dari Kementerian 
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Agraria, BPN provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, ini 
menjelaskan bahwa tanah  tersebut masih menjadi milik sah warga yang memiliki 
sertipikat hak milik atas tanahnya dan para ahli waris dari tanah karaeng lombak di 
Desa Laikang sedangkan di Desa Punaga masih berstatus tanah negara bebas belum 
menjadi aset transmigrasi dikarenakan belum terbitnya Sertifikat HPL 
Transmigrasi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya mengenai status hukum tanah 
bekas transmigrasi di Kabupaten Takalar, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Mekanisme pengadaan tanah bagi transmigran adalah suatu upaya 
yang dilakukan Kementerian Transmigrasi yang bekerjasama 
dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melakukan 
pelepasan hak atas tanah untuk  dijadikan tempat tinggal dan lahan 
usaha yang akan memperbaiki taraf hidup  bagi para transmigran, 
sebagaimana tujuan dari program transmigrasi. Akan tetapi masalah-
masalah yang sering terjadi  di tahap awal  iallah pada saat proses 
identifikasi sumber daya alam yang akan dikelola oleh para 
transmigran sebagai mata pencahariannya dan keperluan hidup 
sehari-hari seperti yang terjadi di Desa Punaga dimana lahan untuk 
budidaya rumput lautnya sepanjang pesisir telah dikuasai oleh 
penduduk asli dan sumber air bersihnya yang terbatas mengikuti 
musim hujan, seangkan di desa Laikang  terdapat kendala dimana 
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jumlah penduduk asli yg sudah sangat banyak. Akan tetapi pihak 
pemerintah Kabupaten Takalar pada waktu itu tetap melanjutkan 
mekanisme program transmigrasi dengan memasukan Desa Punaga 
dan Desa Laikang  dalam RTRWK untuk dijadikan rencana kawasan 
transmigrasi  tanpa melihat fakta yang terjadi di lokasi. 
Ditambahkan lagi maslah pada proses pengadaan tanah untuk 
transmigrasi salah  satu sebabnya adalah kurangnya pemahaman dari 
instansi yang bersangkutan, para pemilik tanah yang akan 
dilepaskan haknya dan juga para transmigran  yang kurang 
memahami mekanisme dan prinsip-prinsip pengadaan tanah 
sehingga menyebabkan tidak berjalannya mekanisme pengadaan 
tanah yang sebenarnya telah diatur dalam PP No 2 Tahun 1999 
Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Hal tersebut juga dapat 
terjadi karena bahasa peraturan yang mengatur pengadaan tanah 
tersebut sulit dipahami sehingga alurnya seringkali membingungkan 
instansi yang memerlukan tanah tersebut.  
2. Status Hukum Tanah Transmigrasi di Kabupaten Takalar yang 
berada di Desa Punaga dan Desa Laikang Kecamatan Takalar masih 
berstatus sama pada saat awal SK  Gubernur tentang Pencadangan 
Tanah di terbitkan, mengapa ? pertama karena SK Gubernur tentang 
Pencadangan Tanah hanya sebatas menjadi langkah awal 
perencanaan penyediaan kawasan transmigrasi, tidak semerta-merta 
langsung menjadi alas hak di kedua Desa tersebut sehingga dapat 
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merubahnya menjadi aset transmigrasi ataupun aset negara. Kedua, 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak pernah 
melakukan secara khusus pembebasan tanah hak milik perseorangan 
dan tanah adat karaeng lombak pada Desa Laikang baik itu berupa 
jual beli, tukar menukar  atau dalam bentuk kompensasi yang lain. 
hal ini diperkuat dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik dan 
Rincik serta tidak ditemukannnya surat penyerahan tanah dari 
masyarakat sedangkan di Desa Punaga Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi tidak pernah memperoleh Sertipikat HPL 
Transmigrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria, karena 
tidak pernah memenuhi persyaratan clean and clear untuk penerbitan 
Sertipikat HPL Transmigrasi. Dan hal ini dipekuat dengan fakta 
bahwa  pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar kedua Desa di 
Kecamatan Magarabombang tersebut yang terdaftar dalam buku 
tanah bahwa Desa Punaga masih berstatus tanah milik negara dan 
desa Laikang masih dimiliki oleh para warga yang memegang 
Sertipikat Hak Milik dan rinciq serta ahli waris dari tanah adat milik 
karaeng lombak, keterangan ini sesuai dengan yang diberikan oleh 
bapak wakil kepala kantor pertanahan kabupaten Takalar. 
 
B. SARAN  
1.  Pemerintah Kabupaten Takalar harusnya dapat melaksanakan identifikasi  
sumber daya alam, pertanahan dan kependudukan dengan benar tanpa 
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menutup-nutupi kekurangan yang terjadi di kedua desa tersebut dan tidak 
menyertakannya langsung pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
pada saat awal program transmigrasi dilaksanakan. Dan terlebih kepada 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebaiknya melakukan prosedur 
pelaksanaan transmigrasi yang sesuai pada saat awal program transmigrasi 
dijalankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Transmigrasi ,  terurutama  dalam melakukan permohonan 
ataupun pelepasan hak atas tanah yang akan dijadikan wilayah 
pengembangan transmigrasi tidak sekedar melaksanakan program 
transmigrasi dengan secara sadar mengirim para transmigran tapi tidak 
melakukan pengadaan tanah dengan benar dan sesuai Peraturan Pemerintah 
yang berlaku.  
2. Perlunya dilakukan hubungan kordinasi yang baik antar instansi yang terkait 
dalam melaksanakan program transmigrasi seperti Pemerintah Daerah 
tujuan transmigrasi dan Kementerian Transmigrasi serta Kementerian 
Agraria agar terpenuhi tujuan transmigrasi untuk mensejahterakan rakyat 
yang miskin. 
3. Dan dibutuhkan penyempurnaan kembali konsep yang selama ini digunakan 
untuk pengadaan tanah bagi program transmigrasi secara khusus ataupun 
untuk kepentingan umum bangsa Indonesia. 
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